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PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK 

 NOMOR 60 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK 

TAHUN 2025-2029 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALI KOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis 
Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra 

Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang 

RPJMD ditetapkan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara 
Kota Pontianak Tahun 2025-2029; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6987); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 
19); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 
Tahun 2024 tentang Perubaha Kedua atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2007-202027 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah  Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4); 
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 227); 
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228); 
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 
2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak 
Nomor 234); 
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17. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak 
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 

STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA 
PONTIANAK TAHUN 2025-2029. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

 Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota 

Pontianak. 
5. Kecamatan Pontianak Utara yang selanjutnya disebut Kecamatan 

Pontianak Utara adalah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Wali Kota. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 

12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). 
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BAB II 
MAKSUD, DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2025-2029 
dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan 

masyarakat desa atau kelurahan selama 5 (lima) tahun ke depan. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah: 

a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis 
hasil/kinerja; 

b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub 

kegiatan Kecamatan Pontianak Utara yang fokus, tidak tumpang tindih dan 
terintegrasi; 

c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan 
akuntabel; dan  

d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 
desa atau kelurahan yang efektif dan efisien. 

 
 

BAB III 

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 
Pasal 4 

 

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada 

RPJMD Tahun 2025-2029. 
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari 

RPJMD Tahun 2025-2029. 

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. 

 

 

Pasal 5 
 

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN; 
 BAB  II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS; 

 BAB  III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 
   BAB V : PENUTUP. 

(2) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2025-

2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 6 
 

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam 
rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam 
Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029. 

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
Pasal 7 

 

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi 
Renstra Perangkat Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan 

evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak. 

(3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis 
Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 8 

 

(1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi 
setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, 
serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan 

penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota. 
(2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 
 

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025 

 
WALI KOTA PONTIANAK, 

 

                                                                                  ttd 
 

  EDI RUSDI KAMTONO 

 
 

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
           ttd 

 
     AMIRULLAH 

 
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 61 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR   60 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA 
PONTIANAK TAHUN 2025-2029                                                                                         
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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat   Tuhan Yang  Maha Esa karena atas 

rahmat, hidayah dan karunia-Nyah penyusunan Dokumen  Rencana Strategis (RENSTRA) 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. 

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program Wali Kota 

Pontianak yang akan dijalankan dan diwujudkan selama periode masa kepemimpinan. 

Dokumen  ini  merupakan  acuan  strategis  yang  berorientasi  pada  hasil  selama 

lima tahun ke depan, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan, sasaran, dan 

strategi pembangunan yang realistis. Dengan strategi yang tepat dan terarah, diharapkan 

Kecamatan Pontianak Utara mampu mengoptimalkan potensi, memanfaatkan peluang, 

serta mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi. 

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Renstra menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan 

pengukuran kinerja. Proses ini menuntut integrasi antara kompetensi sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya, guna merespons dinamika lingkungan strategis yang terus 

berubah. 

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, 

kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi 

penyempurnaan dokumen ini. 

Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Utara 

Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029,   semoga   dapat dijadikan pedoman bagi semua 

komponen Kecamatan Pontianak Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

 
 
 

 

Pontianak,        September 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2014   tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan 

kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah 

dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah 

Otonomi Baru  (DOB)  maka  dalam  rangka  penyusunan  dokumen  perencanaan  

pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih 

lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang 

masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun  2025  -  2029.  Secara  otomatis,  kepala  Perangkat  

Daerah  (PD)  juga  wajib menyusun   Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

Tahun 2025 - 2029. Dokumen tersebut akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai 

pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen  Renstra mengacu pada 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau 

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan 

Pontianak Utara Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat 

Indikatif. 

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang 

disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi 

acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pontianak Utara 

Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen  Renstra maupun Renja. 
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Proses   penyusunan   Renstra   Kecamatan   Pontianak   Utara   Kota   Pontianak 

dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan 

awal,  Penyusunan  rancangan,  pelaksanaan  forum  Perangkat  Daerah/lintas  Perangkat 

Daerah, perumusan, dan penetapan. 

Beberapa  hal  mendasar  yang  menjadi  pertimbangan  wajib  PD melakukan 

penyusunan  Renstra Tahun 2025 - 2029 adalah : 

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusun 

an Dokumen  Perencanan  Pembangunan  Daerah  Bagi  Daerah  dengan  masa  Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, point KESATU 

2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan 

dan hal Linnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. 

3. Tindaklanjut   rekomendasi   Kementerian   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan 
 

Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022. 
 

4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan 

hal lain yang dianggap perlu. 

 
 

1.2 Landasan Hukum 
 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan   Renstra Kecamatan 

Pontianak 
 

Utara Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029 adalah: 
 

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin 

dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959,  

 

 



 

I-7 

 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756);   

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

5.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

6.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4925);  

7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);  

8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

9.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);  
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10.  Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4663);  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323);  

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);  

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 288);  
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18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1781);  

19.  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);  

20.  Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);   

21.  Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2045 (Lembaran 

daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3);  

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

23.  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029;  

24.  Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029;  

25.  Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota 

Pontianak. 

 
1.2. Maksud dan Tujuan 

 

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029 disusun 

dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
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2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029. Sedangkan 

tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah dengan dokumen perencanaan lain termasuk Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan urusan 

Kecamatan Pontianak Utara berjalan  sesuai  koridor.  Penyelarasan  dilakukan  dengan  

mempertimbangkan  evaluasi hasil capaian kinerja (outcome)  Renstra PD melalui 

evaluasi capaian Renja PD sampai dengan  Tahun  2029,  evaluasi  keluaran (output)  

sampai  dengan  Tahun  2029,  isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang 

berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). 

 

1.3. Sistematika Penulisan 
 

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025-2029 RPJMD 

disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan    Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut: 

 
Bab I       Pendahuluan 

 

1.1   Latar Belakang 
 

1.2   Dasar Hukum 
 

1.3   Maksud dan Tujuan 
 

1.4   Sistematika Penulisan  

Bab II      Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis 
 

2.1  Gambaran Pelayanan 
 

2.2  Permasalahan dan Isu Strategis 
 

Bab III     Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
 

3.1  Tujuan Rencana Strategis (Renstra) 
 

3.2  Sasaran Rencana Strategis (Renstra) 
 

3.3  Strategi Rencana Strategis (Renstra) 
 

3.4  Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) 
 

BAB IV   Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 
 

4.1  Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
 

4.2 Uraian Sub. Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 
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4.3  Uraian Sub. Kegiatan yang Menunjang Program Prioritas Pembangunan 

Daerah 

4.4  Target  Keberhasilan  Pencapaian  Tujuan  dan  Sasaran  Renstra  Tahun 
 

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 
 

4.5  Target  Keberhasilan  Pencapaian  Tujuan  dan  Sasaran  Renstra  Tahun 

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

BAB V    Penutup 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 
 

 
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

 

a.    Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kota Pontianak 

yang dipimpin  oleh camat.Kecamatan mempunyai  tugas pokok  membantu  Walikota 

melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal  7 Kecamatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a.    Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; 
 

b.    Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; 
 

c. Pelaksanaan  pembinaan  pemerintahan  Kecamatan  dan  pelayanan  administrasi 

pelayanan publik; 
 

d.    Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesetariatan; 
 

e.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan,Kecamatan; 
 

f. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang ada 

di Kecamatan;dan 
 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Kecamatan. 
 

Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, struktur organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Kecamatan Kota Pontianak, Strutur Organisasi Kecamatan Se-Kecamatan Kota 

Pontianak adalah sebagai berikut: 

a.   Camat; 
 

b.   Sekretaris; 
 

1.   Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan 
 

2.    Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 
 

c.   Kepala Seksi Pemerintahan; 
 

d.   Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

e.   Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan 

f.   Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 
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Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan 

Kota Pontianak. 

1.  Camat 
 

Camat   mempunyai  tugas  pokok  memimpin   dan  mengkoordinasikan 

program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya 

penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan 

dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di 

tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud, Camat mempunyai fungsi: 

a.   Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 
 

b.   Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan; 
 

c.   Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan; 
 

d.   Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan; 
 

e.   Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan 
 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Camat. 
 

2.   Sekretaris Kecamatan 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, 

fasilitasi,  koordinasi,  monitoring  dan  evaluasi  di  bidang  kesekretariatan.  

Untuk 

melaksanakan    tugas    pokok    sebagaimana    dimaksud,    Sekretaris    Kecamatan 

mempunyai fungsi: 

a.   perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan; 
 

b.   perumusan program kerja di bidang kesekretariatan; 
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c.   penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; 
 

d.   monitoring dan evaluasi kebijakan  di bidang kesekretariatan;  pembinaan 

teknis di bidang kesekretariatan; 
 

e.   pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; 
 

f.   pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan 
 

g.   pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat. 
 

3.   Kepala Subbagian Umum dan Aparatur 
 

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum  dan 

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi: 

a.   Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian; 
 

b.   Penyelenggaraan kegiatan di bidang  umum dan       kepegawaian       berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

c.   Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; 
 

d.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan 
 

e.   Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh 

Sekretaris. 
 

4.   Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
 

Kepala Subbagian Perencanaan dan mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan 

keuangan.   Untuk   melaksanakan   tugas   pokok   sebagaimana   dimaksud,   Kepala 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: 

 

a.   Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan; 
 

b.   Penyelenggaraan kegiatan  di bidang perencanaan  dan keuangan berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
 

c.   Penyusunan bahan  laporan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  perencanaan  dan 

keuangan; 
 

d.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; 
 

e.   Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
5.   Kepala Seksi Pemerintahan 

 

Kepala  Seksi  Pemerintahan  mempunyai  tugas  pokok  merencanakan kegiatan, 

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan 

mempunyai fungsi: 

 

 

 

 

 

 

 



 

II-15 

 

a.   Penyusunan rencana kerja di bidang Pemerintahan; 
 

b.   Penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; 
 

c.   Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan; 
 

d.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan; dan 
 

e.   Pelaksanaan tugas lain di bidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat. 
 

6.   Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
 

Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  mempunyai  tugas pokok  merencanakan 

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan 

masyarakat.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana,  Kepala  Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a.   Penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat; 
 

b.   Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; 
 

c.   Penyusunan   bahan   laporan   pelaksanaan   tugas   di    bidang   

pemberdayaan masyarakat; 
 

d.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan 
 

e.   Pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh 

Camat. 
 

7.   Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
 

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman  dan 

ketertiban. Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban mempunyai fungsi: 

a.   Penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban; 
 

b.   Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban; 
 

c.   Penyusunan bahan  laporan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  ketentraman  

dan ketertiban; 

d.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban; 

dan e.   Pelaksanaan tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban yang 

diberikan oleh 
Camat; 

 
b.    Sumber Daya Perangkat Daerah 

 

Pada Per Juli tahun 2025 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 52 orang Aparatur Negeri Sipil 

terdiri dari 51 orang ANS dan 2 orang Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kinerja 

(P3K) dapat dilihat pada perkembangan jumlah Aparatur Sipil Kecamatan Pontianak 

Utara Kota Pontianak sebagai berikut: 
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KECAMATAN PONTIANAK 

UTARA 
 

TAHUN 2021 – 
2025 

 

NO TAHUN JUMLAH KETERANGAN 

1. Tahun 2021 47 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

2. Tahun 2022 45 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

3. Tahun 2023 46 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

4. Tahun 2024 65 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

5. Tahun 2025 53 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Per Juli  2025 
 

 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara 
 

Kota Pontianak per April 2025 terdiri dari 1 Camat dan 1 Sekretaris (Eselon III.a), 3 

Kepala Seksi (Eselon IV.a), 2 Kepala Sub Bagian (Eselon IV.b), 4 Lurah (Eselon IV.a),  

4 Sekretaris Kelurahan (Eselon IV.b) dan 8 Kepala Seksi Kelurahan (Eselon IV.b). Jumlah   

personil   Kecamatan   Pontianak   Utara   Kota   Pontianak   Per   April   2025 berjumlah71 

orang pesonil, terdiri dari Aparatur Sipil Negara 49 orang (71%),  Pegawai Pemerintah 

Dengan perjanjian Kinerja (P3K)2 orang (2%) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang 

Perorangan (PJLP) 18  orang (25%) . Berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari laki- laki 46 

orang (66%) dan perempuan 25 orang (34%). 
 

DAFTAR NOMINATIF PERSONIL 

KECAMATAN PONTIANAK UTARA TAHUN 

2025 
 

 

GOL 
 

KANTOR 
SIANTA 

N 

 

SIANTAN 
 

SIANTAN 
 

BATU 
 

 
JUMLAH 

 

 
 

TOTAL 
 

RUANG 
 

CAMAT 
 

HULU 
 

TENGAH 
 

HILIR 
 

LAYANG 

 L P L P L P L P L P L P 

              

ASN 13 8 4 2 1 6 3 5 5 2 26 23 49 

P3K 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

PJLP 6 0 3 0 3 0 3 0 2 1 17 1 18 

              

Jumlah 20 8 7 2 4 7 6 5 7 3 44 25 69 

Total 30 9 11 11 10 71  

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur Per Juli 2025 
 

Berdasarkan golongan ruang dengan jumlah ASN 51 orang terdiri dari Golongan 

II/b 1 orang (2%) Golongan II/c 3 orang (6%), Golongan II/d 4 orang (8%), Golongan 

III/a 15 orang (29%), Golongan III/b 6 orang (12%), Golongan III/c 13 orang (25%) , 

Golongan  III/d  6  orang  (12%),  Golongan  IV/a  2  orang  (4%)  .  Secara  rinci  daftar 

normatif pegawai berdasarkan golongan ruang, daftar norminatif berdasarkan tingkat 

pendidikan dan daftar norminatif berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Daftar Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pontianak Utara 

Berdasarkan Esolon, Golongan dan Pendidikan 
 

 
Ket 

 

Kec. Ptk 

Utara 

Kel. 

Siantan 

Hulu 

Kel. 

Siantan 

Tengah 

Kel. 

Siantan 

Hilir 

 

Kel. 

Batulayang 

 
Jumlah 

Berdasarkan Eselon 
III / a 2 - - - - 2 

III / b       

IV / a 3 1 1 1 1 7 

IV / b 2 3 3 3 3 14 

Jumlah       

       

Berdasarkan Golongan 

IV 2     2 

III 15 4 7 6 6 38 

II 4 2  2 1 9 

I - - - - - - 

Jumlah 21 6 7 8 7 49 
       

Berdasarkan Pendidikan 

 
 

S3 - - - - - - 

S2 2 1 - 1 - 4 

S1/D4 12 2 4 3 3 24 

D3 4 - - - 1 5 

D2 - - - - - - 

D1 - - - - - - 

SLTA 3 3 3 4 3 16 

SLTP - - - - - - 

SD - - - - - - 

Jumlah 21 6 7 8 7 49 

Sumber: Kasubbag Umum dan Aparatur, per Juli 2025 
 

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi  Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak, maka di lengkapi Sarana dan Prasarana. Perkembangan Sarana dan 

Prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah sebagai 

berikut berikut: 

 
c.    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Kinerja pelayanan di kecamatan meliputi berbagai aspek seperti kualitas layanan, 

responsibilitas, dan kemampuan merespon kebutuhan masyarakat. Evaluasi kinerja 

kecamatan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelayanan publik yang 

diberikan. Kinerja pelayanan yang baik menciptakan kepuasan masyarakat dan 

membangun citra positif pemerintah daerah. 

1.  Aspek kinerja pelayanan : 
 

- Kualitas    layanan    :    Pengawai    kecamatan    diharapkan    

memberikan pelayanan yang memuaskan, sopan dan ramah. 

 

- Responsibilitas : Pelayanan harus sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. 

 

- Responsivitas  :  Kemampuan  untuk  mengenali  dan  merespon  

kebutuhan masyarakat.  
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- Efisiensi  :  Pelayanan  yang  diberokan  haris  efektif  ddan  efisien  

dalam penyelesaian urusan. 

2.  Aspek evaluasi kinerja 
 

- Tujuan     evaluasi     meliputi     pembinaan     aparatur     kecamatan     dan 

kelurahan, serta memberikan penghargaan sebagai motivasi peningkatan 

kinerja. 

3.  Aspek fungsi utama pelayanan publik 
 

- Kecamatan sebagai kantor pelayanan publik memiliki fungsi utama 

untuk melayani masyarakat tanpa mencari keuntungan 

- Pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan 

pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan 

dan konsultasi. 

d.    Kelompok Sasaran Layanan 
 

Kelompok sasaran layanan di kecamatan dan lembaga yang berinteraksi dengan 

pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Ini meliputi 

perangkat, DPRD, Instansi vertikal, akademisi dan masyarakat secara luas. 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024, mengelola 

dana yang bersumber dari  Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran yang terdiri dari 

Belanja  Operasi  yaitu  (Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang  dan  Jasa)  serta  Belanja 

Modal. 

Gambaran keuangan Kecamatan Pontianak Utara selama lima tahun terakhir 

menunjukkan tren pengelolaan anggaran yang cukup baik .Berikut adalah data pagu 

anggaran dan realisasinya dari tahun 2020 hingga tahun 2024: 

 
Gambaran Keuangan Kecamatan 2020-2024 

 

Tahun Pagu Realisasi Persentase 

2020 Rp. 12.164.299.713,00 Rp. 11.218.422.371,60 92,22% 

2021 Rp.   9.108.997.247,00 Rp.   8.921.470.212,00 97,75% 

2022 Rp. 10.102.912.556,00 Rp. 10.102.912.556,00 98,05% 

2023 Rp. 11.862.282.678,00 Rp. 11.781.730.989,00 99,32% 

2024 Rp. 13.667.990.235,00 Rp. 13.243.842.095,00 96,89 % 

Sumber: LRA Kecamatan 2020-2024 
 

Secara umum, tingkat realisasi anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan capaian di atas 90% sejak tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pengelolaan keuangan 

yang semakin baik serta komitmen dalam menjalankan program pembangunan secara 

optimal. Peningkatan pagu anggaran di tahun 2024 juga menunjukkan adanya dukungan 

yang lebih besar terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. 
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2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Pembangunan    Daerah    Merupakan    perkiraan    Kesenjangan    antara    Kinerja 
 

Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang 

ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai 

dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan 

Pembangunan Daerah pada Umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor- 

faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan  serta 

faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, perangkat daerah kecamatan 

juga   berperan   dalam   pengkoordinasian   upaya   penyelengaraan   ketentraman   dan 

ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Walikota di wilayah kerjanya. 

Berdasarkan uraian singkat di atas dan mengacu kepada identifikasi permasalahan 

pembangunan RPJMD Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan 

yang menjadi perhatian dalam perumusan Ranhir   RENSTRA Kecamatan Pontianak Utara 

Tahun 2025-2029 adalah berkaitan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 

meliputi akuntabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan; bidang ekonomi   

pembangunan   dan   pemberdayaan   masyarakat,   meliputi   infrastruktur, lingkungan  dan  

kesejahteraan  masyarakat;  dan  bidang  ketentraman  dan  ketertiban umum. 

Permasalahan  pembangunan  daerah  merupakan  perkiraan  kesenjangan  antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang 

ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi 

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 

Identifikasi   permasalahan   yang   dihadapi   Kecamatan   Pontianak   Utara   Kota 

Pontianak berdasarkan Tugas Pokok dan  Fungsi dalam mewujudkan layanan publik 

pemerintahan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang berdaya, dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 
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Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas 

dan 

Sasaran Pembangunan 
Daerah 

 

 
No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah 

1 2 3 4 

Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

1 Kemiskinan Masih adanya 
penduduk miskin 
serta 
akses perlindungan 
sosial yang belum 
optimal 

1 
 
 

 
2 

 
3 
4 

Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif 
mempengaruhi pendapatan perkapita 

 

masyarakat 
Terbatasnya lapangan pekerjaan atau 
kesempatan berusaha 
Kualitas dan produktivitas SDM rendah 
Data warga miskin belum dimuktahirkan 

secara sistematis 

   5 
 
6 

 
 

 
7 
8 

 
9 

Tingkat kesenjangan pendapatan 
masyarakat cukup tinggi 
Penanganan fakir miskin, anak terlantar, 
disabilitas dan gelandangan belum 
optimal 
karena hambatan kewenangan daerah 
Keterbatasan keuangan daerah 
Kolaborasi dengan masyarakat perlu 
ditingkatkan 
Kolaborasi antar pemerintah daerah 
perlu 
ditingkatkan 

2 Kualitas kesehatan 
masyarakat 

Tingginya prevalensi 
stunting 

1 
2 

Rendahnya asupan gizi pada calon ibu 
Rendahnya asupan gizi ppada 1000 hari 
pertama bayi lahir 

Aspek daya saing 

3 Daya saing 
ekonomi 

Tingkat efektivitas dan 
efisiensi 
distribusi rendah 

1 Tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) 
tingkatan akhir pasar, pengumpul, 
grosir dan eceran masih lemag 

 

  Belum optimalnya 
pengembangan 
produk unggulan 
daerah 

1 
 

 
2 

 
 

 
3 

Belum ada upaya optimal dalam 
memproduksi, pengambangan dan 
pemasaran produk unggulan daerah 
Belum optimalnya peningkatan kualitas 
produk melalui standarisasi dan 
sertifikasi produk seperti sertifikat halal, 
hak atas 
kekayaan intelektual (Hak),PIRT. 
Pelaku industri di kota pontianak tumbuh 
berkembang dengan peralatan/mesin 
seadanya, penguasaan teknologi, 
penguasaan desain dan rancang bangun 
pengembangan industri masih rendah. 

4 Daya saing 
infrastruktur 
wilayah 

Banjir dan genangan 
di wilayah kota 
pontianak 

1 
 
2 

 
 

 
3 

Semakin berkurangnya daerah resapan 
dan semakin luasnya areal yang 
terbangun Kapasitas saluran yang ada 
tidak mampu menahan vulome atau 
debit air, terutama 
pada saaat hujan lebat ditambah dengan 
terjadinya pasang laut 
Konektivitas antar saluran belum 
maksimal 

Aspek pelayanan umum 

5 Sanitasi aman Belum 
optimalnya 
pengembangan 
dan 
pembangunan 
sistem sanitasi 
lingkungan 

1 
 

 
2 

Sebagian besar penampungan limbah 
tinja rumah tangga adalah dengan 
sistem septi tank tanpa pengelolaan 
Belum tersedianya IPALD, IPLT 

6 Jalan lingkungan Kualitas jalan 
lingkungan 
belum merata 

 Sebagian jalan terendam apabila terjadi 
genangan 
Jalan lingkungan belum merata dalam 
kondisi baik/mantap 
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7 Pangan 
pertanian dan 
perikanan 

Akses pangan yang 
tidak merata 

1 
 

 
2 

Ketersediaan dan distribusi pangan yang 
terbatas karena sebagian besar bahan 
pangan berasal dari luar kota 
pontianak Tingkat pendapatan 
masyarakat, dimana pola konsumsi 
masyarakat berdasarkan 
pendapatannya serta adanya fluktuasi 
harga pangan 

8 Tata kelola 
pemerinah 

Imlementasi 
manajemen talenta 
belum optimal 
sehingga 
menciptakan kesan 
kapasitas dan 
kualitas SDM aparatur 
yang kurang memadai 

1 
 
2 

 
3 

Kompetensi ASN yang belum sesuai 
dengan kebutuhan 
Implementasi sistem merit untuk 
manajemen ASN belum optimal 
Pemantauan dan pengukuran kinerja 
individu serta pembinaan yang belum 
optimal 

  Pengelolaan 
keuangan masih 
belum mengikuti 
perkembangan 
teknologi 
digitalisasi 

1 
 
2 

Penyelarasan regulasi keuangan dan 
otonomi daerah masih rendah 
Belum optimalnya penyesuaian core 
bisnis aplikasi pengelilaan keuangn 
daerah dan regulasi yang digunakan 

 

b.    Isu Strategis 
 

Isu strategis merupakan kondisi atau  permasalahn utama yang memiliki dampak 

signifikan dan memerlukan perhatian serta Tindakan segera dalam perencanaan 

Pembangunan atau pengambilan keputusan. Isu-isu ini bersifat mendassaar, mendesak dan 

memnentukan arah kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengidentifikasi dan 

menganalisis isu-isu strategis ini, pemerintah daerah dapat Menyusun renana Pembangunan 

yang lebih baik dan mengalokasikansumber daya secara efektif untuk mengatasi 

pemasalahan yang ada dan mencapai tujuan pembnagunan yang 

berkelanjutan.  maka  diperoleh  informasi  tentang  apa  saja  isu  strategis  yang  akan 

ditangani  melalui    Renstra  Kecamatan  Pontianak  Utara  Tahun  2025-2029,  sebagai 

berikut: 

a.   Kemiskinan : Isu strategis untuk permasalahan kemiskinan di Kecamatan 
 

Pontianak Utara Kota Pontianak meliputi: 
 

o Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); 
 

o Penyediaan lapangan pekerjaan; 
 

o Peningkatan akses layanan dasar dan pemerdayaan ekonomi Masyarakat; 

o Diperlukan    juga    Upaya    penanggulangan    kemiskinan    ekstrem    dan 

penanganan masalah sosial lannya yang terkait dengan kemiskinan. 

b.   Kualitas  Kesehatan  Masyarakat  : Isu  strategis  terkait  kualitas  Kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara meliputi : 

o Rendahnya cakupan imunisasi; 
 

o Masalah gizi buruk; 
 

o Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang program Kesehatan; 
 

o Terdapat tantangan dalam hal sumber daya manusia Kesehatan, anggaran dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

c.   Daya saing ekonomi : Isu strategis terkait kualitas daya saing ekonomi di 
 

Kecamatan Pontinaak Pontianak Utara meliputi : 
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o Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 
 

o Pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM; 
 

o Pengendalian inflasi; 

o Penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting dan pengurangan tingkat 

pengangguran terbuka. 

d.   Daya saing infrastruktur wilayah : Isu strategis terkait daya saing infrastruktur 

di Kecamatan Pontianak Utara, khususnya dalam konteks Pembangunan kota 

meliputi : 

o Peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur perkotaan; 

o Peningkatan konektivitas dan aksesbilitas. 
 

e.   Sanitasi  aman  :  Isu  strategis  kualitas  sanitasi  di  Kecamatan  Pontianak  Utara 

meliputi : 
 

o Tingginya   pertumbuhan   penduduk   dan   urbanisasi   yang   menuntut 

penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. 
 

f.   Jalan lingkungan : Isu strategis terkait permasalahan jalan lingkungan di 
 

Kecamatan Pontianak Utara mencakup : 
 

o Kondisi jalan yang rusak; 
 

o Drainase yang buruk; 

o Kurangnya penerangan jalan. 
 

g.   Pangan pertanian dan pangan :Isu strategis terkait pangan dan pertanian di 
 

Kecamatan Pontianak Utara meliputi : 
 

o Konversi lahan pertanian; 
 

o Fluktuasi harga; 

o Kurangnya diversifikasi pangan; 
 

o Terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern; 

o Pentingnya pemberdayaan petani local dan pengembangan pangan lokal. 
 

h.   Tata  kelola  pemerintah  :  Isu  strategis  terkait  tata  Kelola  pemerintah  di 
 

Kecamatan Pontianak Utara mencakup : 
 

o Peningkatan kualitas pelayanan publik; 
 

o Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
 

Analisis  lingkungan  strategis  meliputi  dua  area  analisis  yaitu:  eksternal  yang 

berguna  untuk  mengidentifikasikan  peluang dan tantangan  apa  yang akan  dihadapi 

kedepan; internal untuk mengidentfikasikan kekuatan dan kelemahan apa saja yang 

dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan. 

 

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu 

kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi 

geospasial dalam Kebijakan Satu Peta. 
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Dalam  Undang-undang  Nomor   4  Tahun  2011   Pasal  53   disebutkan   bahwa 

Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) 

untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial.  

Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, 

standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG 

serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional   (JIGN).   JIGN   merupakan   suatu   sistem   penyelenggaraan   

pengelolaan informasi  geospasial  secara  bersama,  tertib,  terukur,  terintegrasi,  dan 

berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi 

geospasial   melalui   pengoptimalan   JIGN   yang   melibatkan   seluruh   pemangku 

kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah. 

 

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana 

penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong 

kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu 

pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha 

dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini 

ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala 

besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan 

peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing- masing wilayah, dimana Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RT/RW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha 

dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.Pentingnya peran informasi geospasial 

dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

 (PP)   Nomor   17   Tahun   2017   tentang   Sinkronisasi   Proses   Perencanaan   dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan 

bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan 

pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang 

awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan money follow program. Oleh 

karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka 

ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat 

penting. 

 

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses 

perencanaan,   pelaksanaan   dan   monitoring   pembangunan   yang   didasarkan   pada 

informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem re ferensi 

yang sama. 
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Tabel II. 1 

Teknik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Pontianak Utara 

Kota Pontianak 
 

 
Potensi Daerah yang Menjadi 

Kewenangan 

 

 

Permasalahan 

 
Isu KHLS yang 
relevan Dengan 

Isu lingkungan Dinamis Yang Relevan 

Dengan 

 

Isu Strategis 

Kecamatan Pontianak 

Utara Global Nasional Regional 

1 2 3 4 5 6 7 

Peningkatan kualitas pelayanan, 
penyedian fasilitas yang lebih lengkap, 
serta peningkatan sumber daya manusia di 
bidang kesehatan 

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya gizi seimbang akses terbatas ke 
Makanan dan kurangnya koordinasi antar 
lembaga terkait (Stunting, BPJS Kesehatan 

dan Penanganan TBC) 

Penanggulangan 
Kekurangan Gizi 
Kronis (Stunting) 

Tertuang 
dalam SDGs 
bertujuan 
untuk 

mengkhiri 

semua 

bentuk 

kekurangan 

gizi pada 

tahun 2030 

Pelaksanaan 
Program 
Stunting 

Proses 
Pananganan 
Stunting 

Kurangnya Ibu hamil 
dan menyusui dalam 
mengonsumsi makanan 
beragam dan kaya nutrisi 

serta Melakukan 

pemantauan kesehatan 

secara rutin 

 
Partisipasi dan dukungan pihak-pihak 

terkait seperti instansi-instansi teknis, 

lembaga atau organisasi atau kelompok 

kemasyarakat, pelaku usaha (swasta). 

Kurangnya Penataan Drainase, Jalan, 
Kemacetan, Penerangan, Lampu, Taman dan 
Fasilitas Umum dan terhadap kebutuhan 
pendidikan, peningkatan fasiltas pendidikan, 
pemerataan fasilitas sekolah 

Keterbatasan dan 
Kualitas Lingkungan, 

Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam, 

Ketimpangan Sosial 

dan Ekonomi dan Tata 

Kelola yang Baik 

International 
Demand 

Domestic 
Demand 

Lambatnya 
pertumbuhan 

Ekonomi 

Menciptakan lapangan 
usaha bagi UMKM 
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Partisipasi dan dukungan pihak-pihak 
terkait seperti instansi-instansi teknis, 
lembaga atau organisasi atau kelompok 
kemasyarakat, pelaku usaha (swasta) dan 
khususnya warga masyarakat turun 

berperan dalam pelaksanaan program 
Pemerintahan Kecamatan Pontianak Utara 

Kurangnya Penataan Drainase, Jalan, 
Kemacetan, Penerangan, Lampu, Taman dan 
Fasilitas Umum 
Kurangnya Koordinasi yang baik antara 
Pemerintah Daerah dan Pusat, serta 

perhatian yang lebih serius terhadap 

kebutuhan pendidikan, peningkatan fasiltas 

pendidikan, pemerataan fasilitas sekolah 

(Jumlah Sarana Pendidikan Dasar dan 

Jumlah Sarana Pendidikan Menengah) 

 
Pengelolaan Drainase 

Berkelanjutan 

Mitigasi Terhadap 

Perlindungan Banjir 

Global 
Warming 

Perubahan 
Iklim 

Lahan 
Berpindah 

Belum Optimalnya 
Penataan Drainase, 
Jalan, Kemacetan, 
Penerangan Lampu, 
Taman dan Fasilitas 

Umum 

Adanya koordinasi antar instansi terkait 
(polsek, koramil, kelurahan), optimalisasi 
peran Satpol PP, penanganan masalah 
sosial, serta pemberdayaan masyarakat 

dalam menjaga keamanan lingkungan 

Permasalahan dalam penegakan peraturan 
daerah (Perda) di tingkat kecamatan 
seringkali berkaitan dengan sumber daya 
manusia, sarana dan sosialisasi yang kurang 

memadai. Kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat dapat menghambat penegakan 

Perda. Selain itu, koordinasi antar lembaga, 

kurangnya dukungan dari masyarakat dan 

bahkan keberadaan praktik yang tidak sesuai 

dengan Perda juga menjadi tantangan 

(Penataan dan Penertiban PKL dan Penataan 

Bangunan di atas Sungai/Parit) 

Penegakan hukum dan 
ketertiban 

Ancaman 
kejahatan 
lintas negara 

Penanganan 
kriminalitas 
nasional 

Kejahatan 
jalanan 
dan 
konflik 

warga 

Penguatan koordinasi 
keamanan dan 
ketertiban masyarakat 
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Ketersediaan sumber daya manusia 
aparatur yang mendukung baik dalam hal 
kuantitas maupun kualitas profesionalisme 
pegawai 

Ketimpangan yang signifikan antara 
kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi 
dan rendah, yang disebabkan berbagai faktor 
termasuk perbedaan akses terhadap 
pendidikan, pelatihan, dan modal serta 
kurangnya informaasi tentang peluang 
ekonomi yang tersedia (Tingginya Angka 
Pengangguran, Tingginya Angka 
Kemiskinan dan Jumlah Pencari Kerja) 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) yang 
Tinggi, Keterbatasan 
Kompetensi Pencari 
Kerja, Kebutuhan 

Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas 

Tenaga Kerja, 

Minimnya Peluang 

pada Sektor Pertanian 

Eskalasi 
Konflik di 
belahan 
Dunia 

PHK Masal Persaingan 
Pencari 
Kerja 

Partisipasi aktif dari 
seluruh elemen 
masyarakat belum 
krusial 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 
 

Hubungan    visi,   misi,    tujuan,   dan    sasaran   dalam   Renstra   Kecamatan 

Pontianak Kota 2025-2029 bersifat hirarkis dan sistematis, di mana visi menjadi arah 

pembangunan, misi sebagai strategi, tujuan sebagai tolok ukur, dan sasaran sebagai 

target yang dicapai. Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan dengan mengacu pada 

Renstra  Kota  Pontianak  2025-2029  serta  tugas  pokok  dan  fungsi  Kecamatan 

Pontianak Kota, sehingga perencanaan pembangunan selaras dan terarah. 

 

3.1.  Tujuan Rencana Strategis (Renstra) 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tujuan 

adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan 

dan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa 

hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program perangkat daerah. 

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target 

indikator kinerja, sesuaidengan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa 

indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukut pencapaian kinerja 

suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 

(outcome), dampak (impact). Capaian indikator-indikator kinerja juga bermanfaat 

sebagai bahan. 

Renstra  merupakan  dokumen  perencanaan  perangkat  daerah  untuk  priode  5 

(lima) tahun yang juga memuat tujuan , sasaran, program dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan 

pilihan sesuai dengan  tugas dan  fungsinya  setiap perangkat  Daerah,  yang disusun 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Berdasarkan paparan Visi dan Misi serta penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD 

Tahun  2025-2029  kota  Pontianak  2025–2029:,  “Mewujudkan  Tata  Kelola 

Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel 

Berbasis Teknologi Informasi”. Tujuan ini terkait langsung dengan tugas pokok dan 

fungsi  Kecamatan Pontianak Kota,  yang diharapkan mampu menghasilkan 

perencanaan pembangunan berkualitas, selaras dengan RPJMD, serta konsisten dalam 

pelaksanaan  melalui  pengendalian  dan  evaluasi   yang  tertib  dan  berkelanjutan, 

sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak dapat terwujud.. 
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3.2    Strategi dan Arah Kebijakan (Renstra) 
 

Bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Utara 

selama 5 tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2025 – 2029. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan 

daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan Arah Kebijakan adalah 

rumusan pola pikir kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan 

dan mengantisipasi isu strategi daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

Adapun Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Kecamatan 

Pontianak Utara Tahun 2025 – 2029 sebagai relevansi dan konsistensi antara visi dan 

misi  sebagaimana  RPJMD  Kota  Pontianak  dengan  tujuan  dan  sasaran  Kecamatan 

Pontianak Utara sebagai berikut : 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pontianak 

Kota 
 

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lima 

tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program 
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prioritas kepala daerah, sedangkan Renstra Kecamatan Pontianak Utara merupakan 

rencana strategis jangka menengah yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD, 

sehingga keterkaitan keduanya penting untuk menjamin konsistensi, sinkronisasi, dan 

efektivitas perencanaan pembangunan daerah secara makro hingga pelaksanaan program 

di tingkat perangkat daerah. 

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 

Pontianak  Utara  Kota  Pontianak adalah  tahapan penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja 

dari program/kegiatan/Sub. Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. 

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dilakukan melalui 

beberapa tahap, antara lain: menerapkan Teknik Logical Framework (Logframe), 

melakukan analisis masalah dan kebutuhan, merumuskan dengan kata kerja operasional, 

serta menggunakan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time- 

bound) secara lengkap. Dalam menetapkan target tahun 2025–2030, perlu halnya untuk 

menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan lima tahun 

sebelumnya dan menjadikan capaian tahun 2024 sebagai acuan dasar atau baseline. 

 

 

Tabel III. 1 

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran 
Renstra Pd Pemerintah Kota Pontianak 

 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD 
YANG 

RELEVAN 

 

 
TUJUAN 

 

 
SASARAN 

 

 
INDIKATOR 

 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 
 

 
KET  

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 
 

2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

 

7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA 

- Meningkatnya 
Kualitas 

Layanan Publik 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Publik 
Kecamatan 
Pontianak 
Utara 

 Indeks 
Pelayanan 
Publik (IPP) 
Kecamatan 
Pontianak 
Utara (Indeks) 

 

 
3,5 

 

 
3,57 

 

 
3,75 

 

 
3,81 

 

 
3,88 

 

 
3,95 

 

 
4,03 

 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kecamatan 
Pontianak 
Utara 

Indeks 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kecamatan 
Pontianak 
Utara (Nilai) 

 

 
88,25 

 

 
95 

 

 
95 

 

 
95 

 

 
95 

 

 
95 

 

 
95 

 

Meningkatnya 
Tingkat 

Kepuasan 
Masyarakat di 
Kecamatan 
Pontianak 
Utara 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 
Kecamatan 
Pontianak 
Utara (Nilai) 

 

 
99,5 

 

 
99,59 

 

 
99,61 

 

 
99,65 

 

 
99,66 

 

 
99,68 

 

 
99,7 

 

 

 
 

3.3 Strategi Rencana Strategis (Renstra) 

Strategi   merupakan   serangkaian   upaya   yang   berisikan   gambaran   proses 

pencapaian  sasaran  strategis  pembangunan.  Strategi  menjadi  salah  satu  rujukan 
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penting   dalam   perencanaan   pembangunan.   Rumusan   strategi   menunjukkan 

keinginan  yang  kuat  bagaimana  perangkat  daerah  berupaya  menciptakan  nilai 

tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. 

Strategi yang telah dirumuskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan 

arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari 

usaha   pelaksanaan   perencanaan   pembangunan   yang   memberikan   arahan   dan 

panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai 

tujuan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan strategis disusun melalui pendekatan 

yang komprehensif dengan  mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus 

dihadapi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Pontianak Utara 

menjadi   landasan   dalam   merumuskan   kegiatan   dan   program   prioritas   yang 

tercantum dalam RPJMD, sesuai dengan tugas dan fungsi  Kecamatan Pontianak 

Utara, yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi 

pemberdayaan masyarakat, koordinasi upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban 

umum, serta koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali 

kota. Sehingga berikut ini adalah rumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan 

dari Kecamatan Pontianak Utara. 
 

Tabel III. 2 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

Kecamatan 

Pontianak 

Utara 

1 Sasaran 1.1 Meningkatkan Strategi 1.1 1 Arah Kebijakan 1.1 

 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
masyarakat di 
Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Indeks 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

 Meningkatkan 
partisipasi 
lembaga/masyarakat 
di kecamatan 

2 Sasaran 1.2 Meningkatkan Strategi 1.2 2 Arah Kebijakan 1.2 

 Meningkatnya 
Tingkat 
Kepuasan 
Masyarakat di 
Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Indeks 
Kepuasaan 
Masyarakat 
(IKM) 

 1.  Meningkatkan 
koordinasi 
penanganan 
trantibum 

2.  Meningkatkan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

3.  Meningkatkan 
penyelenggaraan 
dan 
pemerintahan 
pelayanan 
publik 
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Dalam penyusunannya, strategi pembangunan Kecamatan Pontianak Utara 

mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika 

pemerintahan dan pembangunan. Faktor internal meliputi sumber daya manusia, kapasitas 

fiskal,  kebijakan  daerah,  serta potensi  unggulan  yang dimiliki,  sedangkan faktor 

eksternal mencakup kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, 

dan tantangan global yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. 

Sehingga untuk mencapainya, diperlukan sejumlah tahapan yang dijelaskan pada tabel 

di bawah ini. 
 

Tabel III. 3 

Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara 
Kota Pontianak 

Tahap I 
(2026) 

Tahap II 
(2027) 

Tahap III 
(2028) 

Tahap IV 
(2029) 

Tahap V 
(2030) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pelatihan Petugas 

Pelayanan Publik 

agar Menjadi 

lebih Ramah, 

Cepat dan Tepat 

Dalam Melayani 

Masyarakat. 

Pemanfaatan 
teknologi digital 
dalam pelayanan 
publik yang 
efektif 

dan transparan. 

Pelatihan 

Keterampilan 

dan 

Optimalisasi 

Organisasi 

Masyarakat. 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik melalui 

inovasi 

layanan. 

Peningkatan Kualitas 

Pelayan Publik di 

Kecamatan 

Pontianak Tenggara 

yang berdampak 

serta 
berkelanjutan. 

 

 
 
 
 

3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) 
 

Arah kebijakan Kecamatan Pontianak Kota merupakan pedoman yang mengarahkan 

perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan 

selama lima tahun. Rumusan ini bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga 

memiliki fokus yang jelas serta sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya. Setiap tahun 

dalam periode Renstra memiliki fokus atau tema yang berkesinambungan guna 

mewujudkan  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  pembangunan  yang  telah  ditetapkan. 

Adapun teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Utara adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel III. 4 

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra 
Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

 
 

No 

 

Operasionalisasi 
NSPK 

 
Tahun 

 
Arah Kebijakan RPJMD 

Arah Kebijakan 
Renstra Kecamatan 

 
Ket 

  Pontianak Kota  

(1) (2)  (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 

Kualitas Layanan 
Publik 

 

 
2026 

Penyederhanaan regulasi, dan 

pembangunan infrastruktur toknologi 

informasi untuk tata kelola 

pemerintahan, pembangunan sarana 

dan prasarana merit sistem 

Pemanfaatan teknologi 
digital untuk mempercepat 
dan meningkatkan 
efisiensi layanan publik. 

 

2  
 

 
2027 

Harmonisasni regulasi, penerapan 

prinsip good governace dan 

pengembangan interoperabilitas data 

dan sistem dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan layanan publik, 

penguatan kompetensi ASN untuk 

penerapan merit sistem. 

Penyesuaian regulasi, 

pengembangan sistem 

terintegrasi, dan 

peningkatan kompetensi 

aparatur melalui program 

pelatihan. 

 

3  

 
2028 

Peningkatan kualitas regulasi, 

pemanfaatan Internet of Things (IOT), 

Artificial Intelligence, dan Big Data 

Analisis dalam penerapan Good 

Governance 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam 
Pemerintahan 

 

4  

 
2029 

 
 
 

 
Pemantapan Good Governance. 

Peningkatan mutu 
pelayanan publik serta 
transparansi kebijakan 
dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan data 
pemerintah guna 
Pembangun kepercayaan 
masyarakat. 

 

5  

 
 

2030 

Memperluas pemanfaatan Internet of 

Things (IOT), Artificial Intelligence, 

dan Big Data Analisis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik 

Mengevaluasi pemanfaatan 

Internet of Things (IoT) 

dan AI dalam 

mempercepat pelayanan 

publik. 
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Tabel III. 5 

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas 

Pembangunan Daerah Renstra 

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 
 

 

 

NO 

 

PROGRAM 

PRIORITAS 

 

OUTCOM E 

 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 

 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

1. 7.01.02 - PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Meningkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik Kecamatan Pontianak Utara 

7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

 

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 

 

2. 7.01.03 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN 

Meningkatnya Partisipasi 

Lembaga Masyarakat Kecamatan 

Pontianak Utara 

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 

7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan  

3. 7.01.04 - PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 

Penanganan Gangguan 

Trantibum Kecamatan 

Pontianak Utara 

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

 

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

4. 7.01.05 - PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Kecamatan 

Pontianak Utara 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 

 

7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  

   7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
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BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 
 
 

4.1.  Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 
 

 

Rencana Program Perangkat Daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan 

bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan strategis yang 

telah ditetapkan. Rencana ini mencakup berbagai program prioritas yang mendukung 

visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan 

berdaya saing. 

Rencana Program Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan 

visi  dan  misi  Kepala  Daerah  ke  dalam  program  kerja  yang  lebih  operasional. 

Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tantangan 

pembangunan, serta kebutuhan masyarakat agar tujuan pembangunan daerah dapat 

tercapai secara sistematis. 

Adapun rencana program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh 

program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, 

pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan 

dijabarkan dalam gambar 4.1 berikut: 

 
 

 

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan 
 

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 
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Tabel IV. 1 
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra 

Kecamatan Pontianak Utara Pemerintah Kota Pontianak 

 
 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA 

- Meningkatnya Kualitas 
Layanan Publik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 

Pontianak Utara 

   Indeks Pelayanan Publik (IPP) 
Kecamatan Pontianak Utara (Indeks) 

  

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan 
Pontianak Utara 

  Indeks Pemberdayaan Masyarakat 
Kecamatan Pontianak Utara (Nilai) 

  

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terlaksananya 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 
yang Telah Dikumpulkan dan 

Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 
(Data) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan W alidata 
Pendukung Statistik Sektoral Daerah 
(Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  (Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah (Laporan) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

 
 



 

IV-36 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  (Dokumen) 

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah (Laporan) 

7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan W alidata 
Pendukung Statistik Sektoral Daerah 
(Dokumen) 

7.01.01.2.01.0008 - 
Penyelenggaraan W alidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 
yang Telah Dikumpulkan dan 
Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 
(Data) 

7.01.01.2.01.0009 - 
Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Terpenuhinya Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 



 

IV-37 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

7.01.01.2.02.0003 - 
Pelaksanaan Penatausahaan 
dan 

 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Terlaksananya Pengelolaan 
administrasi barang milik 
daerah pada Perangkat 
Daerah 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Terkelolanya administrasi 
barang milik daerah dengan 
baik 

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya Pengelolaan 
administrasi barang milik 
daerah pada Perangkat 
Daerah 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Terkelolanya administrasi 
kepegawaian perangkat 
daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan (Paket) 

7.01.01.2.05 - Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan (Paket) 

7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan 
Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 



 

IV-38 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Tersedianya Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan (Unit) 

7.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan (Unit) 

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 



 

IV-39 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Penyelesaian Layanan 
Publik di Kecamatan dan Kelurahan 
sesuai dengan Ketentuan/SOP (%) 

7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

 Terlaksananya Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di tingkat 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait (Laporan) 

7.01.02.2.01 - Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 

 
Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait (Laporan) 

7.01.02.2.01.0001 - 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang Tidak 
Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di W ilayah 
Kecamatan (Laporan) 

7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang 
Tidak Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah yang 
Ada di Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di W ilayah 
Kecamatan (Laporan) 

7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada Masyarakat 
di W ilayah Kecamatan 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 



 

IV-40 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Terlaksananya Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan 
Desa 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di W ilayah Kecamatan 
(Laporan) 

7.01.03.2.01 - Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan Desa 

 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di W ilayah Kecamatan 
(Laporan) 

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kelurahan (Laporan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kelurahan (Laporan) 

7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 

Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Laporan Gangguan 
Trantibum yang Ditindaklanjuti (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN UMUM 

 Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 

Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum yang Dapat 

Diselesaikan (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

 Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa (Orang) 

7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 

Suku, Umat Beragama, Ras, 
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(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

 

 Meningkatnya Tingkat 
Kepuasan Masyarakat di 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Kecamatan Pontianak Utara (Nilai) 

  

 Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  Terlaksananya 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 
yang Telah Dikumpulkan dan 
Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 
(Data) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan W alidata 
Pendukung Statistik Sektoral Daerah 
(Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  (Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah (Laporan) 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  (Dokumen) 

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 



 

IV-42 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 

Realisasi Kinerja SKPD  

     Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah (Laporan) 

7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan W alidata 
Pendukung Statistik Sektoral Daerah 
(Dokumen) 

7.01.01.2.01.0008 - 
Penyelenggaraan W alidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah 
yang Telah Dikumpulkan dan 
Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 

(Data) 

7.01.01.2.01.0009 - 
Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Terpenuhinya Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

7.01.01.2.02.0003 - 
Pelaksanaan Penatausahaan 
dan 

 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Terlaksananya Pengelolaan 
administrasi barang milik 
daerah pada Perangkat 
Daerah 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 

Terkelolanya administrasi 
barang milik daerah dengan 
baik 

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya Pengelolaan 
administrasi barang milik 
daerah pada Perangkat 
Daerah 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD (Dokumen) 

7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Terkelolanya administrasi 
kepegawaian perangkat 
daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan (Paket) 

7.01.01.2.05 - Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan (Paket) 

7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan 
Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen) 

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

7.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Tersedianya Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan (Unit) 

7.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan (Unit) 

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan (Laporan) 

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 
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(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 

 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Penyelesaian Layanan 
Publik di Kecamatan dan Kelurahan 

sesuai dengan Ketentuan/SOP (%) 

7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

 Terlaksananya Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di tingkat 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait (Laporan) 

7.01.02.2.01 - Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 

 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait (Laporan) 

7.01.02.2.01.0001 - 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang Tidak 
Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di W ilayah 
Kecamatan (Laporan) 

7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang 
Tidak Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah yang 
Ada di Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di W ilayah 
Kecamatan (Laporan) 

7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada Masyarakat 
di W ilayah Kecamatan 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

 Terlaksananya Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan 
Desa 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di W ilayah Kecamatan 
(Laporan) 

7.01.03.2.01 - Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di W ilayah Kecamatan 
(Laporan) 

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kelurahan (Laporan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kelurahan (Laporan) 

7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi 
Kelurahan 
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   Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Laporan Gangguan 
Trantibum yang Ditindaklanjuti (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum yang Dapat 
Diselesaikan (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa (Orang) 

7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

 

7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU 

- Meningkatnya Kualitas Layanan 
Publik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 
Pontianak Utara 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan 
Pontianak Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 
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     Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 

Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 



 

IV-48 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 

   



 

IV-49 

 

 

 
 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

   Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

    

  Meningkatnya Tingkat 
Kepuasan Masyarakat di 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 



 

IV-50 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

   Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 



 

IV-51 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

Daerah  

    Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

 

 

7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN SIANTAN TENGAH 

- Meningkatnya Kualitas Layanan 
Publik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 
Pontianak Utara 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan 
Pontianak Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 



 

IV-52 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan 
Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 



 

IV-53 

 

 

 
 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 

   Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Meningkatnya Tingkat 
Kepuasan Masyarakat di 

Kecamatan Pontianak 
Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 

Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 



 

IV-54 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 

Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 



 

IV-55 

 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     (Lembaga Kemasyarakatan) Kelurahan  

     Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

 

7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN SIANTAN HILIR 

- Meningkatnya Kualitas Layanan 
Publik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 
Pontianak Utara 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan 
Pontianak Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

   Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

Daerah  

     Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

   

Meningkatnya Tingkat 
Kepuasan Masyarakat di 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan 
Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 



 

IV-60 

 

 
 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

   

 

7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN BATULAYANG 

- Meningkatnya Kualitas Layanan 
Publik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik Kecamatan 

Pontianak Utara 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan 
Pontianak Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 

Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 



 

IV-61 

 

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 

Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 

Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

  Meningkatnya Tingkat 
Kepuasan Masyarakat di 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan (%) 

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan (Paket) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 
(Paket) 

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Terlaksananya 
Pemeliharaan  Barang Milik 
Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara (Unit) 

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Lembaga/Masyarakat 
yang aktif (%) 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan 
Yang Melibatkan LPM dan 
Masyarakat Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun (Unit) 

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / 
Ormas) 

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan 
Pontianak Utara 

 Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang- 
Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

 Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang 
Pemerintahan Umum Yang Dapat 
Ditangani oleh Forkopimcam (%) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG RELEVAN 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
OUTCOME 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

     Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku , Umat Beragama, 
Ras, dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak 
Utara 
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4.3 Uraian Sub. Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 
 

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan merupakan bagian dari 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara yang memuat daftar 

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun, 

dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta estimasi kebutuhan pendanaan. 

Rencana ini menjadi penjabaran operasional dari sasaran strategis Kecamatan Pontianak 

Utara, yang disusun untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi 

acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA, serta menghitung 

kebutuhan  anggaran  secara  logis  dan  terukur.  Rincian  Rencana  Program,  Kegiatan, 

Sub Kegiatan, dan Pendanaan tercantum pada Tabel 4.3 berikut. 
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Tabel IV. 2 

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan 
Kecamatan Pontianak Utara Pemerintah Kota Pontianak 

 
 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01 - KECAMATAN    19.034.208.453  19.473.519.627  19.953.194.250  20.200.102.943  20.723.955.889   

7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

    
9.563.105.053 

  
9.666.615.177 

  
10.079.375.250 

  
10.037.602.943 

  
10.335.243.889 

  

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan 
(%) 

 
95 

 
100 

 
9.563.105.053 

 
95 

 
9.666.615.177 

 
95 

 
10.079.375.250 

 
95 

 
10.037.602.943 

 
95 

 
10.335.243.889 

7.01.0.00.0.00.06.0000 
- KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 

 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

    
130.690.555 

  
137.175.000 

  
141.940.750 

  
148.150.000 

  
154.630.000 

  

Terlaksananya Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD (Dokumen) 

 
1 

 
1 

 
130.690.555 

 
1 

 
137.175.000 

 
2 

 
141.940.750 

 
2 

 
148.150.000 

 
2 

 
154.630.000 

  

 
 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD (Laporan) 

 

 
8 

 

 
14 

  

 
6 

  

 
6 

  

 
6 

  

 
6 

   

 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 10 5  10  10  10  10    

 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang 
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah (Data) 

 
1 

 
50 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

   

 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 
Walidata Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah (Dokumen) 

 
1 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

   

 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 2 2  2  2  2  2    

 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 
(Dokumen) 

 
1 

 
1 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

   

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

    
5.715.555 

  
6.000.000 

  
6.200.000 

  
6.300.000 

  
6.400.000 

  

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 2 2 5.715.555 2 6.000.000 2 6.200.000 2 6.300.000 2 6.400.000   

7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

    
7.725.000   

8.110.000   
7.900.000   

8.000.000   
8.200.000   
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersedianya Dokumen RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD (Dokumen) 

 
1 

 
1 

 
7.725.000 

 
1 

 
8.110.000 

 
2 

 
7.900.000 

 
2 

 
8.000.000 

 
2 

 
8.200.000 

  

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

    
4.650.000 

  
4.850.000 

  
5.092.500 

  
5.300.000 

  
5.500.000 

  

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 
(Dokumen) 

 
1 

 
1 

 
4.650.000 

 
2 

 
4.850.000 

 
2 

 
5.092.500 

 
2 

 
5.300.000 

 
2 

 
5.500.000 

  

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

    
7.300.000 

  
7.665.000 

  
8.048.250 

  
8.450.000 

  
8.500.000 

  

Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD (Laporan) 

 

 
8 

 

 
14 

 

 
7.300.000 

 

 
6 

 

 
7.665.000 

 

 
6 

 

 
8.048.250 

 

 
6 

 

 
8.450.000 

 

 
6 

 

 
8.500.000 

  

7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

    
50.300.000 

  
52.800.000 

  
55.700.000 

  
58.500.000 

  
61.750.000 

  

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

 
10 

 
5 

 
50.300.000 

 
10 

 
52.800.000 

 
10 

 
55.700.000 

 
10 

 
58.500.000 

 
10 

 
61.750.000 

  

7.01.01.2.01.0008 - 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

    
25.000.000 

  
26.250.000 

  
27.000.000 

  
28.000.000 

  
29.000.000 

  

Terselenggaranya Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 
Walidata Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah (Dokumen) 

 
1 

 
1 

 
25.000.000 

 
1 

 
26.250.000 

 
1 

 
27.000.000 

 
1 

 
28.000.000 

 
1 

 
29.000.000 

  

7.01.01.2.01.0009 - 
Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah 

    
30.000.000 

  
31.500.000 

  
32.000.000 

  
33.600.000 

  
35.280.000 

  

Terlaksananya Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang 
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah (Data) 

 
1 

 
50 

 
30.000.000 

 
1 

 
31.500.000 

 
1 

 
32.000.000 

 
1 

 
33.600.000 

 
1 

 
35.280.000 

  

7.01.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

    
7.385.478.853 

  
7.494.392.402 

  
7.560.098.402 

  
7.361.930.402 

  
7.408.086.402 

  

Terpenuhinya Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

 
50 

 
53 

 
7.385.478.853 

 
55 

 
7.494.392.402 

 
55 

 
7.560.098.402 

 
55 

 
7.361.930.402 

 
55 

 
7.408.086.402 

  

 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
(Laporan) 

 
12 

 
48 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

   

 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD (Laporan) 

 
1 

 
5 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

   



 

IV-69 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

 
12 

 
12 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

   

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

    
6.916.668.853 

  
6.979.064.402 

  
7.037.903.402 

  
6.832.412.402 

  
6.869.936.402 

  

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/bulan) 

 
50 

 
53 

 
6.916.668.853 

 
55 

 
6.979.064.402 

 
55 

 
7.037.903.402 

 
55 

 
6.832.412.402 

 
55 

 
6.869.936.402 

  

7.01.01.2.02.0003 - 
Pelaksanaan Penatausahaan 
dan 

 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

    

 
461.480.000 

  

 
507.628.000 

  

 
514.345.000 

  

 
521.468.000 

  

 
530.000.000 

  

Terlaksananya Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

 
12 

 
12 

 
461.480.000 

 
12 

 
507.628.000 

 
12 

 
514.345.000 

 
12 

 
521.468.000 

 
12 

 
530.000.000 

  

7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

    
1.850.000 

  
1.950.000 

  
2.000.000 

  
2.100.000 

  
2.150.000 

  

Tersedianya Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD (Laporan) 

 
1 

 
5 

 
1.850.000 

 
1 

 
1.950.000 

 
1 

 
2.000.000 

 
1 

 
2.100.000 

 
1 

 
2.150.000 

  

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

    
5.480.000 

  
5.750.000 

  
5.850.000 

  
5.950.000 

  
6.000.000 

  

Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
(Laporan) 

 

 
12 

 

 
48 

 

 
5.480.000 

 

 
12 

 

 
5.750.000 

 

 
12 

 

 
5.850.000 

 

 
12 

 

 
5.950.000 

 

 
12 

 

 
6.000.000 

  

7.01.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

    
2.000.000 

  
2.000.000 

  
2.000.000 

  
2.000.000 

  
2.000.000 

  

Terkelolanya administrasi 
barang milik daerah dengan baik 

    
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  

Terlaksananya Pengelolaan 
administrasi barang milik daerah 
pada Perangkat Daerah 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD (Dokumen) 

 
0 

 
1 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

  

7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

    
2.000.000 

  
2.000.000 

  
2.000.000 

  
2.000.000 

  
2.000.000 

  

Tersedianya Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD (Dokumen) 

 
0 

 
1 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

 
2 

 
2.000.000 

  

7.01.01.2.05 - Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

    
101.640.000 

  
106.700.000 

  
107.000.000 

  
108.100.000 

  
108.800.000 

  

 



 

IV-70 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terkelolanya administrasi 
kepegawaian perangkat daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan (Paket) 

 
3 

 
3 

 
101.640.000 

 
3 

 
106.700.000 

 
3 

 
107.000.000 

 
3 

 
108.100.000 

 
3 

 
108.800.000 

  

7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan 
Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

    
101.640.000 

  
106.700.000 

  
107.000.000 

  
108.100.000 

  
108.800.000 

  

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan (Paket) 

 
3 

 
3 

 
101.640.000 

 
3 

 
106.700.000 

 
3 

 
107.000.000 

 
3 

 
108.100.000 

 
3 

 
108.800.000 

  

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

    
288.298.075 

  
302.022.763 

  
316.722.500 

  
331.297.375 

  
346.926.019 

  

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
288.298.075 

 
4 

 
302.022.763 

 
4 

 
316.722.500 

 
4 

 
331.297.375 

 
4 

 
346.926.019 

  

 Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 

 
4 

 
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

   

 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
20 

  
20 

  
20 

  
20 

  
20 

   

 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

 
6 

 
72 

  
6 

  
6 

  
6 

  
6 

   

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

    
7.097.775 

  
7.452.663 

  
7.825.000 

  
8.200.000 

  
8.500.000 

  

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
7.097.775 

 
4 

 
7.452.663 

 
4 

 
7.825.000 

 
4 

 
8.200.000 

 
4 

 
8.500.000 

  

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

    
123.000.000 

  
129.150.000 

  
135.607.500 

  
142.387.875 

  
149.507.269 

  

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
20 

 
123.000.000 

 
20 

 
129.150.000 

 
20 

 
135.607.500 

 
20 

 
142.387.875 

 
20 

 
149.507.269 

  

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

    
25.098.300 

  
26.353.000 

  
27.500.000 

  
28.875.000 

  
30.318.750 

  

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
25.098.300 

 
4 

 
26.353.000 

 
4 

 
27.500.000 

 
4 

 
28.875.000 

 
4 

 
30.318.750 

  



 

IV-71 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

    
34.000.000 

  
35.340.000 

  
37.200.000 

  
38.400.000 

  
39.300.000 

  

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
34.000.000 

 
4 

 
35.340.000 

 
4 

 
37.200.000 

 
4 

 
38.400.000 

 
4 

 
39.300.000 

  

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    
30.012.000 

  
31.512.600 

  
33.100.000 

  
34.500.000 

  
36.700.000 

  

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
30.012.000 

 
4 

 
31.512.600 

 
4 

 
33.100.000 

 
4 

 
34.500.000 

 
4 

 
36.700.000 

  

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

    
6.600.000 

  
6.600.000 

  
6.600.000 

  
6.600.000 

  
6.600.000 

  

Tersedianya Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

 
6 

 
72 

 
6.600.000 

 
6 

 
6.600.000 

 
6 

 
6.600.000 

 
6 

 
6.600.000 

 
6 

 
6.600.000 

  

7.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    
62.490.000 

  
65.614.500 

  
68.890.000 

  
72.334.500 

  
76.000.000 

  

Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 

 
4 

 
2 

 
62.490.000 

 
2 

 
65.614.500 

 
2 

 
68.890.000 

 
2 

 
72.334.500 

 
2 

 
76.000.000 

  

7.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

    
225.660.000 

  
172.810.000 

  
181.900.000 

  
286.200.000 

  
397.460.000 

  

Tersedianya Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan (Unit) 

 
10 

 
24 

 
225.660.000 

 
21 

 
172.810.000 

 
23 

 
181.900.000 

 
25 

 
286.200.000 

 
28 

 
397.460.000 

  

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

    
225.660.000 

  
172.810.000 

  
181.900.000 

  
286.200.000 

  
397.460.000 

  

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan (Unit) 

 
10 

 
24 

 
225.660.000 

 
21 

 
172.810.000 

 
23 

 
181.900.000 

 
25 

 
286.200.000 

 
28 

 
397.460.000 

  

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    
1.099.090.570 

  
1.099.306.012 

  
1.113.723.148 

  
1.128.925.166 

  
1.131.761.468 

  

Tersedianya Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan (Laporan) 

 
12 

 
12 

 
1.099.090.570 

 
12 

 
1.099.306.012 

 
12 

 
1.113.723.148 

 
12 

 
1.128.925.166 

 
12 

 
1.131.761.468 

  

 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

 
12 

 
12 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

   

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

    
261.759.882 

  
288.360.892 

  
302.778.028 

  
317.980.046 

  
320.816.348 

  

Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan (Laporan) 

 
12 

 
12 

 
261.759.882 

 
12 

 
288.360.892 

 
12 

 
302.778.028 

 
12 

 
317.980.046 

 
12 

 
320.816.348 

  

 

 



 

IV-72 

 

 
 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 

    
837.330.688 

  
810.945.120 

  
810.945.120 

  
810.945.120 

  
810.945.120 

  

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

 
12 

 
12 

 
837.330.688 

 
12 

 
810.945.120 

 
12 

 
810.945.120 

 
12 

 
810.945.120 

 
12 

 
810.945.120 

  

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    
208.320.000 

  
223.736.000 

  
519.510.950 

  
525.380.000 

  
631.649.000 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
4 

 
5 

 
208.320.000 

 
4 

 
223.736.000 

 
4 

 
519.510.950 

 
4 

 
525.380.000 

 
4 

 
631.649.000 

  

 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

 
1 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

   

 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
33 

 
33 

  
33 

  
33 

  
33 

  
33 

   

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    
85.180.000 

  
89.439.000 

  
93.910.950 

  
98.500.000 

  
103.425.000 

  

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
4 

 
5 

 
85.180.000 

 
4 

 
89.439.000 

 
4 

 
93.910.950 

 
4 

 
98.500.000 

 
4 

 
103.425.000 

  

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    
23.140.000 

  
24.297.000 

  
25.600.000 

  
26.880.000 

  
28.224.000 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
33 

 
33 

 
23.140.000 

 
33 

 
24.297.000 

 
33 

 
25.600.000 

 
33 

 
26.880.000 

 
33 

 
28.224.000 

  

7.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

    
100.000.000 

  
110.000.000 

  
400.000.000 

  
400.000.000 

  
500.000.000 

  

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

 
1 

 
1 

 
100.000.000 

 
1 

 
110.000.000 

 
1 

 
400.000.000 

 
1 

 
400.000.000 

 
1 

 
500.000.000 

  

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan 
(%) 

 
95 

 
95 

 
9.563.105.053 

 
95 

 
9.666.615.177 

 
95 

 
10.079.375.250 

 
95 

 
10.037.602.943 

 
95 

 
10.335.243.889 

7.01.0.00.0.00.06.0001 
- KELURAHAN 
SIANTAN HULU 

 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

    
20.800.000 

  
22.020.000 

  
23.500.250 

  
25.000.000 

  
26.507.500 

  

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
20.800.000 

 
4 

 
22.020.000 

 
4 

 
23.500.250 

 
4 

 
25.000.000 

 
4 

 
26.507.500 

  

 Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   



 

IV-73 

 

 
 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
12 

  
12 

  
12 

   

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

    
2.500.000 

  
2.625.000 

  
2.763.000 

  
2.900.000 

  
3.000.000 

  

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
2.500.000 

 
4 

 
2.625.000 

 
4 

 
2.763.000 

 
4 

 
2.900.000 

 
4 

 
3.000.000 

  

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

    
3.500.000 

  
3.765.000 

  
3.953.250 

  
4.150.000 

  
4.357.500 

  

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
3.500.000 

 
4 

 
3.765.000 

 
12 

 
3.953.250 

 
12 

 
4.150.000 

 
12 

 
4.357.500 

  

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

    
10.200.000 

  
10.800.000 

  
11.700.000 

  
12.600.000 

  
13.500.000 

  

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
10.200.000 

 
4 

 
10.800.000 

 
4 

 
11.700.000 

 
4 

 
12.600.000 

 
4 

 
13.500.000 

  

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    
4.600.000 

  
4.830.000 

  
5.084.000 

  
5.350.000 

  
5.650.000 

  

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
4.600.000 

 
4 

 
4.830.000 

 
4 

 
5.084.000 

 
4 

 
5.350.000 

 
4 

 
5.650.000 

  

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    
11.127.000 

  
11.683.000 

  
12.333.000 

  
13.130.000 

  
13.786.500 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
2 

 
3 

 
11.127.000 

 
2 

 
11.683.000 

 
2 

 
12.333.000 

 
2 

 
13.130.000 

 
2 

 
13.786.500 

  

 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
11 

  
11 

  
11 

  
11 

  
11 

   

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    
5.927.000 

  
6.223.000 

  
6.600.000 

  
6.930.000 

  
7.276.500 

  

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
2 

 
3 

 
5.927.000 

 
2 

 
6.223.000 

 
2 

 
6.600.000 

 
2 

 
6.930.000 

 
2 

 
7.276.500 

  

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    
5.200.000 

  
5.460.000 

  
5.733.000 

  
6.200.000 

  
6.510.000 

  



 

IV-74 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
11 

 
5.200.000 

 
11 

 
5.460.000 

 
11 

 
5.733.000 

 
11 

 
6.200.000 

 
11 

 
6.510.000 

  

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan 
(%) 

 
95 

 
95 

 
9.563.105.053 

 
95 

 
9.666.615.177 

 
95 

 
10.079.375.250 

 
95 

 
10.037.602.943 

 
95 

 
10.335.243.889 

7.01.0.00.0.00.06.0002 
- KELURAHAN 
SIANTAN TENGAH 

 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

    
20.800.000 

  
21.930.000 

  
23.405.750 

  
25.000.000 

  
26.507.500 

  

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
20.800.000 

 
4 

 
21.930.000 

 
4 

 
23.405.750 

 
4 

 
25.000.000 

 
4 

 
26.507.500 

  

 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
4 

 
4 

  
4 

  
12 

  
12 

  
12 

   

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

    
2.500.000 

  
2.625.000 

  
2.763.000 

  
2.900.000 

  
3.000.000 

  

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
2.500.000 

 
4 

 
2.625.000 

 
4 

 
2.763.000 

 
4 

 
2.900.000 

 
4 

 
3.000.000 

  

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

    
3.500.000 

  
3.675.000 

  
3.858.750 

  
4.150.000 

  
4.357.500 

  

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
4 

 
4 

 
3.500.000 

 
4 

 
3.675.000 

 
12 

 
3.858.750 

 
12 

 
4.150.000 

 
12 

 
4.357.500 

  

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

    
10.200.000 

  
10.800.000 

  
11.700.000 

  
12.600.000 

  
13.500.000 

  

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
10.200.000 

 
4 

 
10.800.000 

 
4 

 
11.700.000 

 
4 

 
12.600.000 

 
4 

 
13.500.000 

  

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    
4.600.000 

  
4.830.000 

  
5.084.000 

  
5.350.000 

  
5.650.000 

  

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
4.600.000 

 
4 

 
4.830.000 

 
4 

 
5.084.000 

 
4 

 
5.350.000 

 
4 

 
5.650.000 

  

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    
9.200.000 

  
9.660.000 

  
10.143.000 

  
10.830.000 

  
11.371.500 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
1 

 
2 

 
9.200.000 

 
1 

 
9.660.000 

 
1 

 
10.143.000 

 
1 

 
10.830.000 

 
1 

 
11.371.500 

  



 

IV-75 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Pemerintahan Daerah               

 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
17 

  
11 

  
11 

  
11 

  
11 

   

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    
4.000.000 

  
4.200.000 

  
4.410.000 

  
4.630.000 

  
4.861.500 

  

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
1 

 
2 

 
4.000.000 

 
1 

 
4.200.000 

 
1 

 
4.410.000 

 
1 

 
4.630.000 

 
1 

 
4.861.500 

  

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    
5.200.000 

  
5.460.000 

  
5.733.000 

  
6.200.000 

  
6.510.000 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
17 

 
5.200.000 

 
11 

 
5.460.000 

 
11 

 
5.733.000 

 
11 

 
6.200.000 

 
11 

 
6.510.000 

  

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan 
(%) 

 
95 

 
95 

 
9.563.105.053 

 
95 

 
9.666.615.177 

 
95 

 
10.079.375.250 

 
95 

 
10.037.602.943 

 
95 

 
10.335.243.889 

7.01.0.00.0.00.06.0003 
- KELURAHAN 
SIANTAN HILIR 

 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

    
20.800.000 

  
21.930.000 

  
23.405.750 

  
25.000.000 

  
26.507.500 

  

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
20.800.000 

 
4 

 
21.930.000 

 
4 

 
23.405.750 

 
4 

 
25.000.000 

 
4 

 
26.507.500 

  

 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
12 

  
12 

  
12 

   

 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

    
2.500.000 

  
2.625.000 

  
2.763.000 

  
2.900.000 

  
3.000.000 

  

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
2.500.000 

 
4 

 
2.625.000 

 
4 

 
2.763.000 

 
4 

 
2.900.000 

 
4 

 
3.000.000 

  

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

    
3.500.000 

  
3.675.000 

  
3.858.750 

  
4.150.000 

  
4.357.500 

  

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
3.500.000 

 
4 

 
3.675.000 

 
12 

 
3.858.750 

 
12 

 
4.150.000 

 
12 

 
4.357.500 

  



 

IV-76 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

    
10.200.000 

  
10.800.000 

  
11.700.000 

  
12.600.000 

  
13.500.000 

  

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
10.200.000 

 
4 

 
10.800.000 

 
4 

 
11.700.000 

 
4 

 
12.600.000 

 
4 

 
13.500.000 

  

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    
4.600.000 

  
4.830.000 

  
5.084.000 

  
5.350.000 

  
5.650.000 

  

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
4.600.000 

 
4 

 
4.830.000 

 
4 

 
5.084.000 

 
4 

 
5.350.000 

 
4 

 
5.650.000 

  

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    
9.200.000 

  
9.660.000 

  
10.143.000 

  
10.830.000 

  
11.371.500 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
10 

 
9.200.000 

 
11 

 
9.660.000 

 
11 

 
10.143.000 

 
11 

 
10.830.000 

 
11 

 
11.371.500 

  

 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
1 

 
2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

   

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    
4.000.000 

  
4.200.000 

  
4.410.000 

  
4.630.000 

  
4.861.500 

  

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
1 

 
2 

 
4.000.000 

 
1 

 
4.200.000 

 
1 

 
4.410.000 

 
1 

 
4.630.000 

 
1 

 
4.861.500 

  

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    
5.200.000 

  
5.460.000 

  
5.733.000 

  
6.200.000 

  
6.510.000 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
10 

 
5.200.000 

 
11 

 
5.460.000 

 
11 

 
5.733.000 

 
11 

 
6.200.000 

 
11 

 
6.510.000 

  

Terpenuhinya Layanan 
Administrasi Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan 
(%) 

 
95 

 
95 

 
9.563.105.053 

 
95 

 
9.666.615.177 

 
95 

 
10.079.375.250 

 
95 

 
10.037.602.943 

 
95 

 
10.335.243.889 

7.01.0.00.0.00.06.0004 
- KELURAHAN 
BATULAYANG 

 

7.01.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

    
20.800.000 

  
21.930.000 

  
23.405.750 

  
25.000.000 

  
26.507.500 

  

Terpenuhinya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
20.800.000 

 
4 

 
21.930.000 

 
4 

 
23.405.750 

 
4 

 
25.000.000 

 
4 

 
26.507.500 

  

 Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

 



 

IV-77 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 

 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

    
2.500.000 

  
2.625.000 

  
2.763.000 

  
2.900.000 

  
3.000.000 

  

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
2.500.000 

 
4 

 
2.625.000 

 
4 

 
2.763.000 

 
4 

 
2.900.000 

 
4 

 
3.000.000 

  

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

    
3.500.000 

  
3.675.000 

  
3.858.750 

  
4.150.000 

  
4.357.500 

  

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
3.500.000 

 
4 

 
3.675.000 

 
4 

 
3.858.750 

 
4 

 
4.150.000 

 
4 

 
4.357.500 

  

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

    
10.200.000 

  
10.800.000 

  
11.700.000 

  
12.600.000 

  
13.500.000 

  

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
10.200.000 

 
4 

 
10.800.000 

 
4 

 
11.700.000 

 
4 

 
12.600.000 

 
4 

 
13.500.000 

  

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    
4.600.000 

  
4.830.000 

  
5.084.000 

  
5.350.000 

  
5.650.000 

  

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan (Paket) 

 
12 

 
4 

 
4.600.000 

 
4 

 
4.830.000 

 
4 

 
5.084.000 

 
4 

 
5.350.000 

 
4 

 
5.650.000 

  

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    
9.200.000 

  
9.660.000 

  
10.143.000 

  
10.830.000 

  
11.371.500 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
1 

 
1 

 
9.200.000 

 
1 

 
9.660.000 

 
1 

 
10.143.000 

 
1 

 
10.830.000 

 
1 

 
11.371.500 

  

 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
11 

  
11 

  
11 

  
11 

  
11 

   

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    
4.000.000 

  
4.200.000 

  
4.410.000 

  
4.630.000 

  
4.861.500 

  

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 

 
1 

 
1 

 
4.000.000 

 
1 

 
4.200.000 

 
1 

 
4.410.000 

 
1 

 
4.630.000 

 
1 

 
4.861.500 

  

7.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    
5.200.000 

  
5.460.000 

  
5.733.000 

  
6.200.000 

  
6.510.000 

  

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

 
11 

 
11 

 
5.200.000 

 
11 

 
5.460.000 

 
11 

 
5.733.000 

 
11 

 
6.200.000 

 
11 

 
6.510.000 

  

 



 

IV-78 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

    
221.049.500 

  
233.154.450 

  
238.500.000 

  
244.000.000 

  
250.450.000 

  

Meningkatnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik Kecamatan Pontianak 
Utara 

Persentase Penyelesaian Layanan Publik di 
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan 
Ketentuan/SOP (%) 

 
100 

 
100 

 
221.049.500 

 
100 

 
233.154.450 

 
100 

 
238.500.000 

 
100 

 
244.000.000 

 
100 

 
250.450.000 

7.01.0.00.0.00.06.0000 
- KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 

 

7.01.02.2.01 - Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 

 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

    
204.327.500 

  
214.760.250 

  
220.000.000 

  
225.000.000 

  
230.500.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di tingkat 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 

 
1 

 
6 

 
204.327.500 

 
6 

 
214.760.250 

 
6 

 
220.000.000 

 
6 

 
225.000.000 

 
6 

 
230.500.000 

  

7.01.02.2.01.0001 - 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 

    

 
204.327.500 

  

 
214.760.250 

  

 
220.000.000 

  

 
225.000.000 

  

 
230.500.000 

  

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 

 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 

 

 
1 

 

 
6 

 

 
204.327.500 

 

 
6 

 

 
214.760.250 

 

 
6 

 

 
220.000.000 

 

 
6 

 

 
225.000.000 

 

 
6 

 

 
230.500.000 

  

7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang 
Tidak Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah yang 
Ada di Kecamatan 

    
16.722.000 

  
18.394.200 

  
18.500.000 

  
19.000.000 

  
19.950.000 

  

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang Tidak 
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah yang Ada di 
Kecamatan 

 
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat 
di Wilayah Kecamatan (Laporan) 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16.722.000 

 

 
16 

 

 
18.394.200 

 

 
16 

 

 
18.500.000 

 

 
16 

 

 
19.000.000 

 

 
16 

 

 
19.950.000 

  

7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada Masyarakat 
di Wilayah Kecamatan 

    
16.722.000 

  
18.394.200 

  
18.500.000 

  
19.000.000 

  
19.950.000 

  

Meningkatnya Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada 
Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat 
di Wilayah Kecamatan (Laporan) 

 
16 

 
16 

 
16.722.000 

 
16 

 
18.394.200 

 
16 

 
18.500.000 

 
16 

 
19.000.000 

 
16 

 
19.950.000 

  

Meningkatnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik Kecamatan Pontianak 
Utara 

    
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

7.01.0.00.0.00.06.0001 
- KELURAHAN 
SIANTAN HULU 

 

             7.01.0.00.0.00.06.0002 
- KELURAHAN 
SIANTAN TENGAH 

 

             7.01.0.00.0.00.06.0003 
- KELURAHAN 
SIANTAN HILIR 

 

 



 

IV-79 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

             7.01.0.00.0.00.06.0004 
- KELURAHAN 
BATULAYANG 

 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

    
7.988.013.200 

  
8.244.760.000 

  
8.294.014.000 

  
8.567.700.000 

  
8.764.762.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif 
(%) 

 
100 

 
100 

 
7.988.013.200 

 
100 

 
8.244.760.000 

 
100 

 
8.294.014.000 

 
100 

 
8.567.700.000 

 
100 

 
8.764.762.000 

7.01.0.00.0.00.06.0000 
- KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 

 

7.01.03.2.01 - Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan Desa 

    
386.400.000 

  
405.720.000 

  
400.000.000 

  
402.000.000 

  
403.000.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan (Laporan) 

 
7 

 
35 

 
386.400.000 

 
7 

 
405.720.000 

 
7 

 
400.000.000 

 
7 

 
402.000.000 

 
7 

 
403.000.000 

  

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

    
386.400.000 

  
405.720.000 

  
400.000.000 

  
402.000.000 

  
403.000.000 

  

Meningkatnya Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan (Laporan) 

 
7 

 
35 

 
386.400.000 

 
7 

 
405.720.000 

 
7 

 
400.000.000 

 
7 

 
402.000.000 

 
7 

 
403.000.000 

  

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

    
98.144.600 

  
103.051.000 

  
105.263.000 

  
110.800.000 

  
116.634.000 

  

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan Yang 
Melibatkan LPM dan Masyarakat 
Aktif 

 
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 
(Laporan) 

 
5 

 
5 

 
98.144.600 

 
5 

 
103.051.000 

 
5 

 
105.263.000 

 
5 

 
110.800.000 

 
5 

 
116.634.000 

  

7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi 
Kelurahan 

    
98.144.600 

  
103.051.000 

  
105.263.000 

  
110.800.000 

  
116.634.000 

  

Terlaksananya Evaluasi 
Kelurahan 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 
(Laporan) 

 
5 

 
5 

 
98.144.600 

 
5 

 
103.051.000 

 
5 

 
105.263.000 

 
5 

 
110.800.000 

 
5 

 
116.634.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif 
(%) 

 
100 

 
100 

 
7.988.013.200 

 
100 

 
8.244.760.000 

 
100 

 
8.294.014.000 

 
100 

 
8.567.700.000 

 
100 

 
8.764.762.000 

7.01.0.00.0.00.06.0001 
- KELURAHAN 
SIANTAN HULU 

 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

    
2.323.763.000 

  
2.349.360.000 

  
2.369.326.000 

  
2.442.700.000 

  
2.497.028.000 

  

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan Yang 
Melibatkan LPM dan Masyarakat 
Aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

 
2.323.763.000 

 
8 

 
2.349.360.000 

 
8 

 
2.369.326.000 

 
8 

 
2.442.700.000 

 
8 

 
2.497.028.000 

  

 Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

  
34 

  
34 

  
34 

  
34 

   

 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
2 

 
2 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

   

 

 



 

IV-80 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

    
37.238.000 

  
39.090.000 

  
41.500.000 

  
43.500.000 

  
45.600.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

 
37.238.000 

 
8 

 
39.090.000 

 
8 

 
41.500.000 

 
8 

 
43.500.000 

 
8 

 
45.600.000 

  

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

    
300.000.000 

  
300.000.000 

  
300.000.000 

  
300.000.000 

  
300.000.000 

  

Terbangunnya Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
2 

 
2 

 
300.000.000 

 
8 

 
300.000.000 

 
8 

 
300.000.000 

 
8 

 
300.000.000 

 
8 

 
300.000.000 

  

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

    
1.986.525.000 

  
2.010.270.000 

  
2.027.826.000 

  
2.099.200.000 

  
2.151.428.000 

  

Terlaksananya Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

 
1.986.525.000 

 
34 

 
2.010.270.000 

 
34 

 
2.027.826.000 

 
34 

 
2.099.200.000 

 
34 

 
2.151.428.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif 
(%) 

 
100 

 
100 

 
7.988.013.200 

 
100 

 
8.244.760.000 

 
100 

 
8.294.014.000 

 
100 

 
8.567.700.000 

 
100 

 
8.764.762.000 

7.01.0.00.0.00.06.0002 
- KELURAHAN 
SIANTAN TENGAH 

 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

    
1.746.694.000 

  
1.848.269.000 

  
1.860.050.000 

  
1.925.100.000 

  
1.970.900.000 

  

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan Yang 
Melibatkan LPM dan Masyarakat 
Aktif 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

 
1.746.694.000 

 
34 

 
1.848.269.000 

 
34 

 
1.860.050.000 

 
34 

 
1.925.100.000 

 
34 

 
1.970.900.000 

  

 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
8 

 
2 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

   

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

   

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

    
37.238.000 

  
39.090.000 

  
41.500.000 

  
43.500.000 

  
45.600.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

 
37.238.000 

 
8 

 
39.090.000 

 
8 

 
41.500.000 

 
8 

 
43.500.000 

 
8 

 
45.600.000 

  

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

    
200.000.000 

  
200.000.000 

  
200.000.000 

  
200.000.000 

  
200.000.000 

  

Terbangunnya Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
8 

 
2 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

  

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

    
1.509.456.000 

  
1.609.179.000 

  
1.618.550.000 

  
1.681.600.000 

  
1.725.300.000 

  



 

IV-81 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

 
1.509.456.000 

 
34 

 
1.609.179.000 

 
34 

 
1.618.550.000 

 
34 

 
1.681.600.000 

 
34 

 
1.725.300.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif 
(%) 

 
100 

 
100 

 
7.988.013.200 

 
100 

 
8.244.760.000 

 
100 

 
8.294.014.000 

 
100 

 
8.567.700.000 

 
100 

 
8.764.762.000 

7.01.0.00.0.00.06.0003 
- KELURAHAN 
SIANTAN HILIR 

 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

    
2.041.604.000 

  
2.078.790.000 

  
2.095.275.000 

  
2.165.100.000 

  
2.216.100.000 

  

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan Yang 
Melibatkan LPM dan Masyarakat 
Aktif 

 
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
8 

 
2 

 
2.041.604.000 

 
8 

 
2.078.790.000 

 
8 

 
2.095.275.000 

 
8 

 
2.165.100.000 

 
8 

 
2.216.100.000 

  

 Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

  
34 

  
34 

  
34 

  
34 

   

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

   

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

    
37.238.000 

  
39.090.000 

  
41.500.000 

  
43.500.000 

  
45.600.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

 
37.238.000 

 
8 

 
39.090.000 

 
8 

 
41.500.000 

 
8 

 
43.500.000 

 
8 

 
45.600.000 

  

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

    
200.000.000 

  
200.000.000 

  
200.000.000 

  
200.000.000 

  
200.000.000 

  

Terbangunnya Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
8 

 
2 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

 
8 

 
200.000.000 

  

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

    
1.804.366.000 

  
1.839.700.000 

  
1.853.775.000 

  
1.921.600.000 

  
1.970.500.000 

  

Terlaksananya Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

 
1.804.366.000 

 
34 

 
1.839.700.000 

 
34 

 
1.853.775.000 

 
34 

 
1.921.600.000 

 
34 

 
1.970.500.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Lembaga Masyarakat 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif 
(%) 

 
100 

 
100 

 
7.988.013.200 

 
100 

 
8.244.760.000 

 
100 

 
8.294.014.000 

 
100 

 
8.567.700.000 

 
100 

 
8.764.762.000 

7.01.0.00.0.00.06.0004 
- KELURAHAN 
BATULAYANG 

 

7.01.03.2.02 - Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

    
1.391.407.600 

  
1.459.570.000 

  
1.464.100.000 

  
1.522.000.000 

  
1.561.100.000 

  

Terlaksananya Kegiatan 
Permberdayaan Kelurahan Yang 
Melibatkan LPM dan Masyarakat 
Aktif 

 
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
8 

 
2 

 
1.391.407.600 

 
8 

 
1.459.570.000 

 
8 

 
1.464.100.000 

 
8 

 
1.522.000.000 

 
8 

 
1.561.100.000 

  

 Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

  
34 

  
34 

  
34 

  
34 

   

 



 

IV-82 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

   

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di 
Kelurahan 

    
37.238.000 

  
39.090.000 

  
41.500.000 

  
43.500.000 

  
45.600.000 

  

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
(Lembaga Kemasyarakatan) 

 
8 

 
8 

 
37.238.000 

 
8 

 
39.090.000 

 
8 

 
41.500.000 

 
8 

 
43.500.000 

 
8 

 
45.600.000 

  

7.01.03.2.02.0002 - 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

    
150.000.000 

  
150.000.000 

  
150.000.000 

  
150.000.000 

  
150.000.000 

  

Terbangunnya Sarana dan 
Prasarana Kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 
yang Terbangun (Unit) 

 
8 

 
2 

 
150.000.000 

 
8 

 
150.000.000 

 
8 

 
150.000.000 

 
8 

 
150.000.000 

 
8 

 
150.000.000 

  

7.01.03.2.02.0003 - 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

    
1.204.169.600 

  
1.270.480.000 

  
1.272.600.000 

  
1.328.500.000 

  
1.365.500.000 

  

Terlaksananya Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 

 
34 

 
34 

 
1.204.169.600 

 
34 

 
1.270.480.000 

 
34 

 
1.272.600.000 

 
34 

 
1.328.500.000 

 
34 

 
1.365.500.000 

  

7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

    
230.000.000 

  
241.500.000 

  
250.325.000 

  
247.800.000 

  
256.000.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan Pontianak 
Utara 

 
Persentase Laporan Gangguan Trantibum 
yang Ditindaklanjuti (%) 

 
100 

 
100 

 
230.000.000 

 
100 

 
241.500.000 

 
100 

 
250.325.000 

 
100 

 
247.800.000 

 
100 

 
256.000.000 

7.01.0.00.0.00.06.0000 
- KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 

 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

    
100.000.000 

  
105.000.000 

  
107.000.000 

  
109.000.000 

  
110.000.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 
12 

 
7 

 
100.000.000 

 
12 

 
105.000.000 

 
12 

 
107.000.000 

 
12 

 
109.000.000 

 
12 

 
110.000.000 

  

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

    

 
100.000.000 

  

 
105.000.000 

  

 
107.000.000 

  

 
109.000.000 

  

 
110.000.000 

  

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 

 
12 

 

 
7 

 

 
100.000.000 

 

 
12 

 

 
105.000.000 

 

 
12 

 

 
107.000.000 

 

 
12 

 

 
109.000.000 

 

 
12 

 

 
110.000.000 

  



 

IV-83 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan Pontianak 
Utara 

 
Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

 
100 

 
100 

 
230.000.000 

 
100 

 
241.500.000 

 
100 

 
250.325.000 

 
100 

 
247.800.000 

 
100 

 
256.000.000 

7.01.0.00.0.00.06.0001 
- KELURAHAN 
SIANTAN HULU 

 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

    
30.000.000 

  
31.500.000 

  
33.075.000 

  
34.700.000 

  
36.500.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 
5 

 
5 

 
30.000.000 

 
5 

 
31.500.000 

 
5 

 
33.075.000 

 
5 

 
34.700.000 

 
5 

 
36.500.000 

  

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

    

 
30.000.000 

  

 
31.500.000 

  

 
33.075.000 

  

 
34.700.000 

  

 
36.500.000 

  

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
30.000.000 

 

 
5 

 

 
31.500.000 

 

 
5 

 

 
33.075.000 

 

 
5 

 

 
34.700.000 

 

 
5 

 

 
36.500.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan Pontianak 
Utara 

 
Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

 
100 

 
100 

 
230.000.000 

 
100 

 
241.500.000 

 
100 

 
250.325.000 

 
100 

 
247.800.000 

 
100 

 
256.000.000 

7.01.0.00.0.00.06.0002 
- KELURAHAN 
SIANTAN TENGAH 

 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

    
30.000.000 

  
31.500.000 

  
33.075.000 

  
34.700.000 

  
36.500.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 
12 

 
5 

 
30.000.000 

 
5 

 
31.500.000 

 
5 

 
33.075.000 

 
5 

 
34.700.000 

 
5 

 
36.500.000 

  

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

    

 
30.000.000 

  

 
31.500.000 

  

 
33.075.000 

  

 
34.700.000 

  

 
36.500.000 

  

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 

 
12 

 

 
5 

 

 
30.000.000 

 

 
5 

 

 
31.500.000 

 

 
5 

 

 
33.075.000 

 

 
5 

 

 
34.700.000 

 

 
5 

 

 
36.500.000 

  

 



 

IV-84 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan Pontianak 
Utara 

 
Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

 
100 

 
100 

 
230.000.000 

 
100 

 
241.500.000 

 
100 

 
250.325.000 

 
100 

 
247.800.000 

 
100 

 
256.000.000 

7.01.0.00.0.00.06.0003 
- KELURAHAN 
SIANTAN HILIR 

 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

    
30.000.000 

  
31.500.000 

  
33.075.000 

  
34.700.000 

  
36.500.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 
12 

 
5 

 
30.000.000 

 
5 

 
31.500.000 

 
5 

 
33.075.000 

 
5 

 
34.700.000 

 
5 

 
36.500.000 

  

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

    

 
30.000.000 

  

 
31.500.000 

  

 
33.075.000 

  

 
34.700.000 

  

 
36.500.000 

  

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 

 
12 

 

 
5 

 

 
30.000.000 

 

 
5 

 

 
31.500.000 

 

 
5 

 

 
33.075.000 

 

 
5 

 

 
34.700.000 

 

 
5 

 

 
36.500.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan 
Trantibum Kecamatan Pontianak 
Utara 

 
Persentase Koordinasi Penanganan 
Gangguan Trantibum (%) 

 
100 

 
100 

 
230.000.000 

 
100 

 
241.500.000 

 
100 

 
250.325.000 

 
100 

 
247.800.000 

 
100 

 
256.000.000 

7.01.0.00.0.00.06.0004 
- KELURAHAN 
BATULAYANG 

 

7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

    
40.000.000 

  
42.000.000 

  
44.100.000 

  
34.700.000 

  
36.500.000 

  

Terlaksananya Koordinasi 
Penerapan dan Penegakan 
Peraturan daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 
12 

 
6 

 
40.000.000 

 
5 

 
42.000.000 

 
5 

 
44.100.000 

 
5 

 
34.700.000 

 
5 

 
36.500.000 

  

7.01.04.2.02.0001 - 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

    

 
40.000.000 

  

 
42.000.000 

  

 
44.100.000 

  

 
34.700.000 

  

 
36.500.000 

  

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Laporan) 

 

 
12 

 

 
6 

 

 
40.000.000 

 

 
5 

 

 
42.000.000 

 

 
5 

 

 
44.100.000 

 

 
5 

 

 
34.700.000 

 

 
5 

 

 
36.500.000 

  

 



 

IV-85 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

    
1.032.040.700 

  
1.087.490.000 

  
1.090.980.000 

  
1.103.000.000 

  
1.117.500.000 

  

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

    
792.040.700 

  
835.490.000 

  
830.380.000 

  
833.000.000 

  
837.500.000 

  

 
Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 

 
1.583 

 

 
1.583 

 

 
792.040.700 

 

 
1.583 

 

 
835.490.000 

 

 
1.583 

 

 
830.380.000 

 

 
1.583 

 

 
833.000.000 

 

 
1.583 

 

 
837.500.000 

  

 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) 

 
1.260 

 
1.260 

  
1.260 

  
1.260 

  
1.260 

  
1.260 

   

7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa 

    
75.000.000 

  
82.500.000 

  
85.000.000 

  
87.000.000 

  
90.000.000 

  

Terlaksananya Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) 

 
1.260 

 
1.260 

 
75.000.000 

 
1.260 

 
82.500.000 

 
1.260 

 
85.000.000 

 
1.260 

 
87.000.000 

 
1.260 

 
90.000.000 

  

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

    
 

717.040.700 

  
 

752.990.000 

  
 

745.380.000 

  
 

746.000.000 

  
 

747.500.000 

  

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 
 

1.583 

 
 

1.583 

 
 

717.040.700 

 
 

1.583 

 
 

752.990.000 

 
 

1.583 

 
 

745.380.000 

 
 

1.583 

 
 

746.000.000 

 
 

1.583 

 
 

747.500.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan 
Umum Yang Dapat Ditangani oleh 
Forkopimcam (%) 

 
100 

 
100 

 
1.032.040.700 

 
100 

 
1.087.490.000 

 
100 

 
1.090.980.000 

 
100 

 
1.103.000.000 

 
100 

 
1.117.500.000 

7.01.0.00.0.00.06.0001 
- KELURAHAN 
SIANTAN HULU 

 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

    
60.000.000 

  
63.000.000 

  
65.150.000 

  
67.500.000 

  
70.000.000 

  

 
Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 

 
100 

 

 
250 

 

 
60.000.000 

 

 
250 

 

 
63.000.000 

 

 
250 

 

 
65.150.000 

 

 
250 

 

 
67.500.000 

 

 
250 

 

 
70.000.000 

  

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

    
 

60.000.000 

  
 

63.000.000 

  
 

65.150.000 

  
 

67.500.000 

  
 

70.000.000 

  

 



 

IV-86 

 

 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 
 

100 

 
 

250 

 
 

60.000.000 

 
 

250 

 
 

63.000.000 

 
 

250 

 
 

65.150.000 

 
 

250 

 
 

67.500.000 

 
 

250 

 
 

70.000.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan 
Umum Yang Dapat Ditangani oleh 
Forkopimcam (%) 

 
100 

 
100 

 
1.032.040.700 

 
100 

 
1.087.490.000 

 
100 

 
1.090.980.000 

 
100 

 
1.103.000.000 

 
100 

 
1.117.500.000 

7.01.0.00.0.00.06.0002 
- KELURAHAN 
SIANTAN TENGAH 

 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum yang Dapat 
Diselesaikan (%) 

 
100 

 
100 

 
1.032.040.700 

 
100 

 
1.087.490.000 

 
100 

 
1.090.980.000 

 
100 

 
1.103.000.000 

 
100 

 
1.117.500.000 

7.01.0.00.0.00.06.0000 
- KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 

 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

    
60.000.000 

  
63.000.000 

  
65.150.000 

  
67.500.000 

  
70.000.000 

  

 
Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 

 
100 

 

 
250 

 

 
60.000.000 

 

 
250 

 

 
63.000.000 

 

 
250 

 

 
65.150.000 

 

 
250 

 

 
67.500.000 

 

 
250 

 

 
70.000.000 

  

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

    
 

60.000.000 

  
 

63.000.000 

  
 

65.150.000 

  
 

67.500.000 

  
 

70.000.000 

  

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 
 

100 

 
 

250 

 
 

60.000.000 

 
 

250 

 
 

63.000.000 

 
 

250 

 
 

65.150.000 

 
 

250 

 
 

67.500.000 

 
 

250 

 
 

70.000.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan 
Umum Yang Dapat Ditangani oleh 
Forkopimcam (%) 

 
100 

 
100 

 
1.032.040.700 

 
100 

 
1.087.490.000 

 
100 

 
1.090.980.000 

 
100 

 
1.103.000.000 

 
100 

 
1.117.500.000 

7.01.0.00.0.00.06.0003 
- KELURAHAN 
SIANTAN HILIR 

 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

    
60.000.000 

  
63.000.000 

  
65.150.000 

  
67.500.000 

  
70.000.000 

  

 
Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 

 
100 

 

 
250 

 

 
60.000.000 

 

 
250 

 

 
63.000.000 

 

 
250 

 

 
65.150.000 

 

 
250 

 

 
67.500.000 

 

 
250 

 

 
70.000.000 

  

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

    
 

60.000.000 

  
 

63.000.000 

  
 

65.150.000 

  
 

67.500.000 

  
 

70.000.000 
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

 
 

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 

 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
 

 
PERANGKAT 

DAERAH 

 
 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 
 

100 

 
 

250 

 
 

60.000.000 

 
 

250 

 
 

63.000.000 

 
 

250 

 
 

65.150.000 

 
 

250 

 
 

67.500.000 

 
 

250 

 
 

70.000.000 

  

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan Pontianak Utara 

Persentase Permasalahan Sosial 
Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan 
Umum Yang Dapat Ditangani oleh 
Forkopimcam (%) 

 
100 

 
100 

 
1.032.040.700 

 
100 

 
1.087.490.000 

 
100 

 
1.090.980.000 

 
100 

 
1.103.000.000 

 
100 

 
1.117.500.000 

7.01.0.00.0.00.06.0004 
- KELURAHAN 
BATULAYANG 

 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

    
60.000.000 

  
63.000.000 

  
65.150.000 

  
67.500.000 

  
70.000.000 

  

 
Terlaksananya 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 

 
100 

 

 
250 

 

 
60.000.000 

 

 
250 

 

 
63.000.000 

 

 
250 

 

 
65.150.000 

 

 
250 

 

 
67.500.000 

 

 
250 

 

 
70.000.000 

  

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

    
 

60.000.000 

  
 

63.000.000 

  
 

65.150.000 

  
 

67.500.000 

  
 

70.000.000 

  

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional 

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
(Orang) 

 
 

100 

 
 

250 

 
 

60.000.000 

 
 

250 

 
 

63.000.000 

 
 

250 

 
 

65.150.000 

 
 

250 

 
 

67.500.000 

 
 

250 

 
 

70.000.000 
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4.4   Uraian Sub. Kegiatan yang Menunjang Program Prioritas Pembangunan 

Daerah 
 

Sub  Kegiatan  Prioritas  untuk  mendukung  Program  Prioritas  Pembangunan  Daerah 

adalah rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang bersifat strategis, terpilih, dan 

memberikan dampak langsung terhadap pencapaian program prioritas pembangunan daerah. 

Penetapannya didasarkan pada isu strategis, sasaran utama RPJMD, serta kemampuan 

pendanaan daerah. Rincian Sub Kegiatan Prioritas tersebut disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV. 3 

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan 
Daerah Renstra Pemerintah Kota Pontianak 

 
 

NO 
 

PROGRAM PRIORITAS 
 

OUTCOME 
 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA 

1. 7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Meningkatnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 
Kecamatan Pontianak Utara 

7.01.02.2.01 - Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 

 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

 

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal Terkait 

 

2. 7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

Meningkatnya Partisipasi Lembaga 
Masyarakat Kecamatan Pontianak 
Utara 

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa  

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

 

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 
Kelurahan  

7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan  

3. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan Pontianak Utara 

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

4. 7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Kecamatan 
Pontianak Utara 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 

 

7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa  

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 

 

7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU 

5. 7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

Meningkatnya Partisipasi Lembaga 
Masyarakat Kecamatan Pontianak 
Utara 

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 
Kelurahan  

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
di Kelurahan 

 

7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Kelurahan  

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan  

6. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan Pontianak Utara 

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

7. 7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Kecamatan 
Pontianak Utara 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 
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NO 
 

PROGRAM PRIORITAS 
 

OUTCOME 
 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

   7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 

 

7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN SIANTAN TENGAH 
8. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 

10. 

7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

 

 
 
 
 
 
 

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

 

 
 
 

7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Meningkatnya Partisipasi Lembaga 
Masyarakat Kecamatan Pontianak 
Utara 

 

 
 
 
 
 
 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan Pontianak Utara 

 

 
 
 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Kecamatan 
Pontianak Utara 

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 
Kelurahan  

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
di Kelurahan 

 

7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Kelurahan  

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan  

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 

 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 

 

7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN SIANTAN HILIR 
11. 7.01.03 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

Meningkatnya Partisipasi Lembaga 
Masyarakat Kecamatan Pontianak 
Utara 

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 
Kelurahan  

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
di Kelurahan 

 

7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Kelurahan  

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan  

12. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan Pontianak Utara 

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

13. 7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Kecamatan 
Pontianak Utara 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 

 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 

 

7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN BATULAYANG 
14. 7.01.03 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

Meningkatnya Partisipasi Lembaga 
Masyarakat Kecamatan Pontianak 
Utara 

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan 
Kelurahan  

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
di Kelurahan 

 

7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Kelurahan  

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan  

15. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan Pontianak Utara 

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

 

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

16. 7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Meningkatnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Kecamatan 
Pontianak Utara 

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 

 

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 
Umat Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 
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4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Utara merupakan ukuran 

keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis  Kecamatan  Pontianak  Utara  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang 

menjadi kewenangannya. IKU ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra 

Kecamatan  Pontianak  Utara,  serta  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  strategis secara 

menyeluruh, bukan hanya sekedar aktivitas rutin. Rincian Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Pontianak Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel IV. 4 

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Utara 
 

 
NO 

 
INDIKATOR 

 
SATUAN 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030  

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1. 7.01.0.00.0.00.06.0000 
- KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 

         

2. Indeks Pelayanan 
Publik (IPP) 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Indeks - 3,57 3,75 3,81 3,88 3,95 4,03  

3. Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Nilai 88,25 99,28 99,61 99,65 99,66 99,68 99,7  

4. Indeks Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kecamatan Pontianak 
Utara 

Nilai 88,25 95 95 95 95 95 95  

 
 

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

 

Indikator  Kinerja  Kunci  (IKK)  merupakan  tolak  ukur  operasional  yang digunakan 

untuk  mengevaluasi tingkat  pencapaian kinerja dari  suatu kegiatan atau  sub  kegiatan, 

sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat 

daerah. Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

 

Tabel IV. 5 

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pontianak Utara 
 

 
NO 

 
INDIKATOR 

 
STATUS 

 
SATUAN 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN  
KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

 NIHIL      0   0  

       0   0  
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BAB V 

PENUTUP 
 
 

Rencana Strategi merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Renja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun yaitu 2025 – 2029. Dengan disusunnya 

Rencana Strategi Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2025 – 2029, maka telah diatur 

arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya 

untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua stakeholder. 

 

Rencana Strategi Kecamatan Pontianak Utara  tahun 2025 – 2029 merupakan 

penjabaran dari tujun dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 

selama 5 (lima) tahun mendatang. Dengan adanya Dokumen   Renstra Kecamatan 

Pontianak Utara ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 

 

1.   Penyusunan  Renstra Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2025 – 2029 berpedoman 

kepada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029. 

2.    Renstra Kecamatan Pontianak Utara sebagai pedoman dalam menyusun Rencana 
 

Kerja (Renja) yang di laksanakan melalui program dan kegiatan. 
 

3.   Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen  Renstra Kecamatan 

Pontianak Utara merupakan sasaran dan indikator kinerja OPD yang disinergikan 

dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Pontianak. 

4.  Renstra Kecamatan Pontianak Utara sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan 

fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Pontianak 

Utara. 

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi 

pedoman bagi Kecamatan Pontianak Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dukungan semua pihak dalam pelaksanaan   Renstra 

pada setiap periode menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan kinerj a 

yang telah ditetapkan. 

 
 
 
 

WALI KOTA PONTIANAK, 
 

 
 
 
 
 
 

EDI RUSDI KAMTONO 
 
 
 
 
 
 
 

 

ttd


